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KATA PENGANTAR 

 

 
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang telah menyusun Laporan Penerimaan Beasiswa 

Mahasiswa Poltektrans SDP Palembang Tahun Anggaran 2025. 

Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk menyampaikan infromasi tentang 

pelaksanaan pemberian beasiswa kepada Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang pada Semester Ganjil Tahun Anggaran 2025. 

Pemberian beasiswa diberikan kepada Mahasiswa pada semua program studi sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam laporan ini dilengkapi antara lain daftar nama 

Mahasiswa penerima beasiswa dan data dukung lainnya. 

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam 

mewujudkan penyempurnaan kegiatan yang sama di masa mendatang. Akhirnya kepada 

semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian beasiswa ini diucapkan terima 

kasih. 

 

Palembang, 30 November 2025 

Koordinator 
Administrasi Ketarunaan dan Alumni. 

 
 
 
 
 

Miko Priambudi, S.ST 

NIP. 19800526 200812 1 001 
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LAPORAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA 

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 
I. DASAR PENYELENGGARAAN 

 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di 

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310); 

 
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan 

Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2022; 

4. Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM. 84 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 

2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Serta 

Beasiswa di Bidang Transportasi; 

 
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM : 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara 

Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi; 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang; 

 
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang; 

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 736/KMK.05/2011 Tanggal 30 September 2016 

Tentang Penetapan Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Palembang Pada Kemneterian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang 

Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; 

 

 

 

 



9. Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 

490 Tahun 2024 Tantang Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan 

Tahun 2020 – 2025; 

 

10. Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Palembang nomor : SK.226/Poltektrans SDP-2021 tanggal 

22 November 2021 Tentang peraturan Akademik Politeknik Transportasi 

Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang 

 
11. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor : KP - 

POLTEKTRANS SDP 123 Tahun 2025 tanggal 05 Mei 2025 Tentang 

Penetapan Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun 2025; 

 
12. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor : KP - 

POLTEKTRANS SDP 085 Tahun 2025 tanggal 28 November 2025, 

Tentang Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Semester 

Genap Tahun Anggaran 2025. 

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau 

dan Penyeberangan Palembang  Nomor DIPA – 022.12.1.517988/2025  

Tanggal 2 Desember 2024. 

 

 
II TUJUAN 

 
Tujuan pemberian beasiswa mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai,  

Danau dan Penyeberangan Palembang adalah untuk mewujudkan 

amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 yaitu mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Dengan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada 

mahasiswa diharapkan akan dapat :  

  

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di 

Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Palembang.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Meningkatkan prestasi dan motivasi Mahasiswa baik pada bidang 

akademik/kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler serta 

organisasi kemahasiswaan;  

 

3. Tercipta sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. ;  

 

4. Sebagai bentuk apresiasi moril dan material bagi Mahasiswa yang 

berprestasi yang mengalami kesulitan ekonomi disaat menjalani masa 

pendidikan, karena mengalami musibah, terdampak bencana atau 

pandemi dan berasal dari daerah tertinggal. 

 

 

III. WAKTU DAN TEMPAT 

Waktu pelaksanaan penerimaan beasiswa Mahasiswa yaitu pada 

Semester kedua Tahun Anggaran 2025 bertempat di Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang beralamat di 

Jalan Sabar Jaya Nomor 116 Kabupaten Banyuasin I; 

 

 
IV. PENERIMA BEASISWA 

Penerima beasiswa adalah mahasiswa Program Diploma III Studi Nautika, 

Permesinan Kapal dan Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) 

yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan masih aktif pada tahun 

ajaran yang sedang berjalan dengan jumlah sebanyak 92 (sembilan puluh 

dua) orang  Angkatan 34 dan 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Daftar Penerima Beasiswa Sesuai Kriteria 

Periode Semester Genap Tahun 2025 

 

 
V. PEMBIAYAAN 

Sumber pembiaya pemberian beasiswa mahasiswa berasal Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Palembang Nomor DIPA – 022.12.1.517988/2025 

Tanggal 2 Desember 2024 dan Mitra Kerjasama Poltektrans SDP 

Palembang. 

 

 

 
PENUTUP 

 
Demikian Laporan Pemberian beasiswa mahasiswa pada Semester Genap 

Tahun Anggaran 2024 Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Palembang. 

 

Palembang, 30 November 2025 

Koordinator 
Administrasi Ketarunaan dan 
Alumni. 

 
 
 

 
Miko Priambudi, S.ST 

NIP. 19800526 200812 1 001 
 
 

 
No. 

 
Kriteria Penerima Beasiswa 

Program Studi  
Jumlah D-III Studi 

Nautika 
D-III 

Permesinan 
Kapal 

D-III 
MTPD 

1 Berprestasi di Bidang Akademik 9 6 21 36 

2 Berprestasi di Bidang Non 
Akademik 

 6 3   40 49  

3 Berasal Dari Keluarga Tidak mampu   5 - 2 7 

 
Jumlah Penerima 20 9 63 92 



 
 
 
  
 

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,  
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

NOMOR :  KP. POLTEKTRANS SDP   085   TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA   
MAHASISWA  PROGRAM DIPLOMA III  -   POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,  

DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 
 SEMESTER GENAP TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA 

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,  DANAU  
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

 
Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan berdaya saing serta bertanggung jawab maka 
perlu adanya pemberian beasiswa bagi peserta didik; 
 

  b. 

 

bahwa berdasarkan butir a  tersebut di atas perlu ditetapkan 

Surat Keputusan  Direktur tentang  Penetapan Penerima 

Beasiswa Mahasiswa  Politeknik Transportasi Sungai,  

Danau Dan Penyeberangan Palembang – Semester Genap 

Tahun Anggaran 2025 

 

Mengingat  : 1. 

 

 

 

2. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang 
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5310); 
 

 

 

c. Peraturan.. 
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  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 
2020 tanggal 27 April 2020  Tentang Penetapan Daerah 
Tertinggal Tahun 2020 – 2024; 
 

  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 
tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata Cara Pemberian 
Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang 
Transportasi; 
 

  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan 
Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang 
Transportasi; 
 

  6. 

 

 

7. 

 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi 
Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang; 
 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 
Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan 
Penyeberangan Palembang; 
 

  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 
tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik 
Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang 
pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi 
Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan 
Umum; 
 

  9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

Keputusan Menteri Desa,  Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi RI  Nomor 490 Tahun 2024 Tentang 
Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 
2020 – 2024; 
 
Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang 
Nomor SK.226/Poltektrans SDP-2021  tanggal  22 November 
2021  tentang Peraturan Akademik Politeknik Transportasi 
Sungai,  Danau dan Penyeberangan Palembang; 
 

Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang 
Nomor KP - POLTEKTRANS SDP 123 TAHUN 2025  tanggal      
15 Mei 2025  tentang Penetapan Tim Verifikasi Pemberian 
Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai,  
Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun 2025; 
 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi 
Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor :  
DIPA-022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024. 

    

 

 

 

Memutuskan… 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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 MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan  : SURAT KEPUTUSAN  DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI 

SUNGAI,  DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA  MAHASISWA  
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,  DANAU DAN 
PENYEBERANGAN PALEMBANG – SEMESTER GENAP TAHUN 
ANGGARAN  2025. 

    

Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat 

Keputusan ini sebagai Penerima Beasiswa Mahasiswa  Politeknik 

Transportasi Sungai,  Danau dan Penyeberangan Palembang 

periode Semester Genap  Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah              

92  (sembilan puluh dua) orang. 

 
Kedua  : Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa Politeknik Transportasi 

Sungai,  Danau dan Penyeberangan Palembang dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Mahasiswa  yang Berprestasi di Bidang Akademik : 

- Peringkat  Pertama Prestasi Akademik Semester Ganjil 

dengan Indeks Prestasi Akademik (IPS) Tinggi pada 

tahun berjalan; 

- Peringkat  Kedua Prestasi Akademik  Semester Ganjil 

dengan Indeks Prestasi Akademik  (IPS) Tinggi pada 

tahun berjalan; 

- Peringkat  Ketiga Prestasi Akademik Semester Ganjil 

dengan Indeks Prestasi Akademik (IPS)  Tinggi pada 

tahun berjalan. 

 

b. Mahasiswa  yang berprestasi di bidang Non Akademik 

tingkat Kota/Kabupaten,  Provinsi,  Nasional dan 

Internasional : 

- Dibidang seni budaya/ olah raga; 

- Mahasiswa yang berprestasi dalam organisasi 

Kemahasiswaan  yang menjabat sebagai Pengurus 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan 

Musyawarah Taruna; 

- Karya Tulis Ilmiah/Seminar 

 

 

 

 

c. Mahasiswa 
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c. Mahasiswa  yang berasal dari  keluarga tidak mampu yang 

mengalami kesulitan ekonomi disaat menjalani masa 

pendidikan karena mengalami musibah, terdampak 

bencana; 

   

Ketiga  

 

: 

 

Nominal beasiswa yang diberikan kepada Penerima Beasiswa 

untuk masing-masing kriteria dari hasil Rapat Penetapan Nama-

nama Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi 

Sungai,  Danau dan Penyeberangan Palembang Semester Genap 

Tahun 2025 sebagai berikut : 

1. Berprestasi di Bidang Akademik : 

- Rangking 1 sebesar  Rp  Rp    735.652 

- Rangking 2 sebesar  Rp  Rp    735.652 

- Rangking 3 sebesar  Rp  Rp    735.652 

 

2. Berprestasi di Bidang Non Akademik : 

- Organisasi Kemahasiswaan   Rp    735.652 

- Seni Budaya/Olah Raga        Rp    735.652 

- Karya Tulis Ilmiah                 Rp    735.652 

 

3. Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Rp    735.652   

 
Keempat 

 

: Nama-nama Mahasiswa Penerima Beasiswa  dan besaran  

nominal yang diberikan sebagaimana dimaksud pada lampiran               

1 (satu)  Surat Keputusan ini. 

Kelima 

 

: 

 

Sumber Pembiayaan Beasiswa berasal dari Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau 
dan Penyeberangan Palembang Nomor :  DIPA-
022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024. 

 
Keenam 

 

 
: 

 

 
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku 

sejak tanggal ditetapkan.   

 
Ditetapkan di : Palembang 
Pada Tanggal : 28 November 2025 
 
Direktur,  
 
 
 
 ${ttd_pengirim} 
 
 
 
Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., IPM,M.Mar.E 
NIP. 19711221 200212 1 001 

${ttd}
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 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                             5 / 13                             5 / 13

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                             5 / 13                             5 / 13



 
 
 

 
 

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG DITETAPKAN SEBAGAI  PENERIMA BEASISWA 
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,  DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG  

 SEMESTER GENAP  TAHUN ANGGARAN 2025 
 
 

 
I. KRITERIA BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK 

NO. NPT NAMA PROGRAM STUDI IPS RANGKING JUMLAH 
DITERIMA 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  23 01 019 MUHAMMAD TAUFIQ SALAM D III STUDI NAUTIKA 3,93 1 Rp 735.652 

2.  23 01 012 SAULINA TAMPUBOLON D III STUDI NAUTIKA 3,93 2 Rp 735.652 

3.  23 01 005 LUTFIAH NABILA PUTRI D III STUDI NAUTIKA 3,90 3 Rp 735.652 

4.  2401015 RAHMAH AL FADHILAH D III STUDI NAUTIKA 3,90 1 Rp 735.652 

5.  2401014 MADE BAYU SURENG GANE D III STUDI NAUTIKA 3,75 2 Rp 735.652 

6.  2401013 I PUTU YUDHA MADHA NAKULA PUTRA GAMBEK D III STUDI NAUTIKA 3,70 3 Rp 735.652 

7.  2401027 AFRESIA ADERIYANTIKA D III STUDI NAUTIKA 3,80 1 Rp 735.652 

8.  2401029 NACRE FAIZ HIBATULLAH D III STUDI NAUTIKA 3,75 2 Rp 735.652 

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik 
Transportasi Sungai,  Danau dan Penyeberangan 
Palembang 
Nomor : KP. POLTEKTRANS SDP  085  Tahun 2025 
Tanggal : 28 November 2025 
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9.  2401030 NAILA EKADILA NOVERTA D III STUDI NAUTIKA 3,75 3 Rp 735.652 

10. 23 02 022 RIFQI DWI HAWARI D III PERMESINAN KAPAL 3,85 1 Rp 735.652 

11. 23 02 005 M.DAFFA ZULYAN AKBAR D III PERMESINAN KAPAL 3,83 2 Rp 735.652 

12. 23 02 013 ANGELINA AURORA D III PERMESINAN KAPAL 3,80 3 Rp 735.652 

13. 2402003 ANISA SALSABILA D III PERMESINAN KAPAL 3,95 1 Rp 735.652 

14. 2402007 HAFIZNI NOVITRI SYAWAL D III PERMESINAN KAPAL 3,90 2 Rp 735.652 

15. 2402010 MUHAMMAD FAJAR D III PERMESINAN KAPAL 3,90 3 Rp 735.652 

16. 2303003 AFINA AYU WIDYADHARI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 4,00 1 Rp 735.652 

17. 2303008 FADIA ALISAH D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,95 2 Rp 735.652 

18. 2303001 ADILLAH PUTRI RAVENIA RASYID D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,90 3 Rp 735.652 

19. 2303042 ZETTA RAMADHINA SAMARRA. S D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 4,00 1 Rp 735.652 

20. 2303041 YUMNA TAUFIQAH D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,95 2 Rp 735.652 

21. 2303034 LUSITA SIHOMBING D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,90 3 Rp 735.652 

22. 2303015 MUHAMMAD ROIHAN DZAKI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,95 1 Rp 735.652 
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23. 2303021 ZAHWA SUNIA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,88 2 Rp 735.652 

24. 2303019 RISKI AMELIA PUTRI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,80 3 Rp 735.652 

25. 2303026 DWI RAHMA DANTI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,95 1 Rp 735.652 

26. 2303029 FELLY D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,95 2 Rp 735.652 

27. 2303056 LEAN LEYUNI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,93 3 Rp 735.652 

28. 2403001 ADINDA KHAIRUNISA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,66 1 Rp 735.652 

29. 2403004 AHMAD NAUFAL FAISHAL RAMADHAN D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,66 2 Rp 735.652 

30. 2403006 FADILAH RIZKY MULYA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,61 3 Rp 735.652 

31. 2403024 KANAYA SALSABILA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 4,00 1 Rp 735.652 

32. 2403019 ARYA LESMANA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,76 2 Rp 735.652 

33. 2403020 AJMA RIMA MOZA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,61 3 Rp 735.652 

34. 2403035 AURORA AINUN ANISYHA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,84 1 Rp 735.652 

35. 2403045 NISWATUN HASANAH D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,79 2 Rp 735.652 

36. 2403039 M.FAKHRUL ROZI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN 3,66 3 Rp 735.652 
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II. KRITERIA BERPRESTASI DI BIDANG NON AKADEMIK 

NO. NPT NAMA PROGRAM STUDI KETERANGAN 
JUMLAH 

DITERIMA 
1 2 3 4 5 6 

1.  
2303033 

 
KHOLIFATUL HIKMAH 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN ANGGOTA KOMISI II BMM PERIODE 2025 / 2026 Rp 735.652 

2.  
2303052 IMAM ROYHAN 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
KEPALA BIDANG KEROHANIAN PERIODE 2025 DAN 
WAKIL KETUA BEM PERIODE SEP-JAN 2025/2026 

Rp 735.652 

3.  
2303040 VIONA TRI ANDHINI S 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN KEPALA BIDANG AKTIVITAS PERIODE 2025/2026 Rp 735.652 

4.  
2303013 MUHAMMAD Al HAFIZH 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN WAKIL KETUA BMM PERIODE 2025/2026 Rp 735.652 

5.  
2303058 M.DAFFA HERDIANSYAH 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
KEPALA BIDANG PERMAKANAN DAN KESEHATAN 

PERIODE  2025/2026 
Rp 735.652 

6.  
2303014 MUHAMMAD HAFIDZ FAKHRUDDIN 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN KETUA KELAS 2C SAMPAI 3C MTPD 2025/2026 Rp 735.652 

7.  

2303038 M.IKHBAL ABDULLOH FIRDAUS D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 
PERAIRAN DARATAN 

MENGIKUTI SEMINAR UMUM BERSAMA  STAFF 
AHLI BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI (26 

JULI 2025) 
MENJADI ANGGOTA TIM DRUM BAND 

(PENAMPILAN 30 AGUSTUS 2025) - JAKARTA (25 
MEI S.D. 28 MEI 2025) 

 

Rp 735.652 

8.  
2303030 GITA FITRAH SEPTIANDO 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 

TERLIBAT DALAM PENELITIAN DOSEN 
"DETERMINAN FAKTOR YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN BUDAYA KESELAMATAN TRANSPORTASI 
SUNGAI" (MARET S.D AGUSTUS 2025) 

Rp 735.652 

9.  
2303046 KRISNANTO REGIS PRATAMA 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN SEKSI PERMAKANAN 2025/2026 Rp 735.652 
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10.  
2302024 YUDHA KURNIAWAN 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
TAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KALING 

SENTANI 2025/2026 
Rp 735.652 

11.  
2303006 DAVID GUSTI SAPUTRA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 

MUSLIM LEADERSHIP ACADEMY  "DISCOVERING & 
FUTURE LEADER"  

DI AULA DPRD PROVINSI SUMATRA SELATAN 

Rp 735.652 

12.  2403045 NISWATUN RAUDHAH ZUMI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 
PERAIRAN DARATAN KEPALA BIDANG KEUANGAN BEM 2025/2026 Rp 735.652 

13.  
2303012 MUH. ABID ALFATIH 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SEKSI 

KESENIAN 2025/2026 
Rp 735.652 

14.  
2403008 IRMA WATI 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KALING 

LIMBOTO 2025/2026 
Rp 735.652 

15.  
2403002 ALDI GUNAWAN D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KETUA 

KELAS 1.A MTPD 2025 
Rp 735.652 

16.  
2403013 NAILAH FANNIA RAHMAT D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN MUSYAWARAH MAHASISWA KOMISI 1 

2025/2026 
Rp 735.652 

17.  
2403011 MARIFA DWI PUTRA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SEKSI 

KESEHATAN 2025/2026 
Rp 735.652 

18.  
2403022 DIFA SYAFIRA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SEKSI 

MULTIMEDIA 2025/2026 
Rp 735.652 

19.  
2403032 RIVAN HADI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KALING 

BATUR 2025/2026 
Rp 735.652 

20.  
2403042 MARSYA RAYNA SYAFIRA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF  MAHASISWA SEKSI 

KEWIRAUSAHAAN 2025/2026 
Rp 735.652 

21.  
2403040 M. WISNU ANANDA PUTRA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SEKSI 

DOKUMENTASI 2025/2026 
Rp 735.652 

22.  
2403047 NAURA ZALIKA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SEKSI 

BAHASA 2025/2026 
Rp 735.652 

23.  
2403034 ANDIKA DWI PRANATA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN MUSYAWARAH MAHASISWA KOMISI 4 

2025/2026 
Rp 735.652 

24.  
2401028 CHANDRA VIDRI YANSYAH D III STUDI NAUTIKA 

1.DUTA BAHASA SUMATERA SELATAN 2025 
(TERFAVORIT DUTA BAHASA 2025), 2. STAF BEM 

BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 

Rp 735.652 

25.  
2401017 ALYA VANDHIAZ D III STUDI NAUTIKA STAF BADAN MUSYAWARAH MAHASISWA KOMISI 2 

2025/2026 
Rp 735.652 
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26.  
2402002 AHMAD SYAFI'I D III STUDI PERMESINAN KAPAL STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KETUA 

KELAS 1.A PERMESINAN KAPAL 2025 
Rp 735.652 

27.  
2402013 RESI AULISA D III STUDI PERMESINAN KAPAL STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SEKSI 

KESEHATAN 2025/2026 
Rp 735.652 

28.  
2403046 NOUVAL ROMIZA  D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KETUA 

KELAS 1.C MTPD 2025 
Rp 735.652 

29.  
2302002 BOWO AZHARI D III STUDI PERMESINAN KAPAL STAF BADAN MUSYAWARAH MAHASISWA KOMISI 3 

2025/2026 
Rp 735.652 

30.  
2303060 M. RIZKY MULYA PUTRA D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN MUSYAWARAH MAHASISWA KOMISI 3 

2025/2026 
Rp 735.652 

31.  
2303011 MOHAMAD RIZALDI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN KEPALA BIDANG KEROHANIAN PERIODE 2025 Rp 735.652 

32.  
2403005 AMANDA ELFITRIANA RAHMADANI  D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KETUA 

KELAS 1.A MTPD 2025/2026 
Rp 735.652 

33.  
2403037 DIAN FITRIANI D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
STAF BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KETUA 

KELAS 1.C MTPD 2025/2026 
Rp 735.652 

34.  
2303037 M. BINTANG KURMAWI P 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

35.  
2303036 M. ANCHEL DEWAFASHA 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

36.  
2403042 M. APRIZA RIZQULLAH 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

37.  
2403039 KEMAS MUHAMAD ALVIN HIDAYAT 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

38.  
2403029 MOHAMAD IBNU MAJID 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

39.  
2303007 DIMAS SETIAWAN 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

40.  
2303031 HENDIKA FERLY PERDANA 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            11 / 13                            11 / 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            11 / 13                            11 / 13



41.  
2303022 AMIRAH NAYLA HERWISYA 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

42.  
2303023 ALYA MUKHBITA SALSABILA 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

43.  
2403026 M DAFFA SIDIK 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

44.  23 02 017 M. HALIMANSYAH D III TEKNIKA ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

45.  23 01 010 RENDIKA WIJAYA D III NAUTIKA ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

46.  23 01 008 MUHAMMAD HILMAN AGUNG D III NAUTIKA ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

47.  23 01 006 M RIFKY PAJA D III NAUTIKA ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

48.  23 01 001 CAHAYA ADHA D III NAUTIKA ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 

49.  
2303057 MUHAMMAD RIFKI FAHLEFI 

D III MANAJEMEN TRANSPORTASI 

PERAIRAN DARATAN 
ANGGOTA PEDANG PORA DAN KORSIK Rp 735.652 
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III. KRITERIA BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU 

NO. NPT NAMA PROGRAM STUDI KETERANGAN (PEKERJAAN ORANG TUA) JUMLAH 
DITERIMA 

1 2 3 4 5 6 

1. 2303010 FAZILATUN ANNISA MUYASSYARAH D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN 
DARATAN WIRAUSAHA,  PALEMBANG Rp 735.652 

2. 2301016 FERIS SELAWA D III STUDI NAUTIKA WIRAUSAHA,  PAPUA Rp 735.652 

3. 2301003 JUNIAN ILHAM HIDAYAT D III STUDI NAUTIKA PETANI,  BLITAR Rp 735.652 

4. 2301013 TIARA SYAVITRI D III STUDI NAUTIKA WIRAUSAHA,  BENGKULU Rp 735.652 

5. 2301022 RIRIS CHRISTIN D III STUDI NAUTIKA JURU PARKIR,  MEDAN Rp 735.652 

6. 2401031 M. DAFFA ARRAFI D III STUDI NAUTIKA WIRAUSAHA,  LUBUK LINGGAU Rp 735.652 

7. 2403004 AHMAD NAUFAL FAISHAL D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN 
DARATAN 

TUKANG MASAK RUMAH MAKAN 
PADANG 

Rp 735.652 

 
 
DIREKTUR, 
 
 
 
 
 ${ttd_pengirim} 

 

 

 
        Dr.Ir. EKO NUGROHO WIDJATMOKO, MM., IPM,M.MAR.E 

NIP. 19711221 200212 1 001   
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KEPUTUSAN   

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,  DANAU  

DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

NOMOR :  SK-POLTEKTRANS SDP 123 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

  TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA  

MAHASISWA  POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,   DANAU DAN 

 PENYEBERANGAN PALEMBANG 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU  

DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

 

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

berdaya saing serta bertanggung jawab maka perlu adanya 

pemberian beasiswa bagi peserta didik; 

 

  b. 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

bahwa agar pelaksanaanya dapat berjalan lancar, tertib, 

terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku, perlu membentuk Tim Verifikasi Penerima 

Beasiswa atau Bantuan Pendidikan Mahasiswa; 

 

bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu 

ditetapkan surat Keputusan Direktur tentang Tim Verifikasi 

Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 2025. 

    

Mengingat  : a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864); 

 

 

 

 

 

 

b.  Peraturan… 
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  b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber 

Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310); 

 

  c. 

 

 

 

 

d. 

 

 

 

 

 

e. 

 

 

 

f. 

 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 

tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata Cara Pemberian 

Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang 

Transportasi; 

 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan 

Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang 

Transportasi; 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 

tanggal 27 April 2020  Tentang Penetapan Daerah Tertinggal 

Tahun 2020 - 2024 

 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi 

Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang; 

 

  g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 

Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan 

Penyeberangan Palembang; 

 

  i. 

 

 

 

 

 

i. 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 

tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik 

Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang 

pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah 

yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; 

 

Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang Nomor 

SK.226/Poltektrans SDP-2021  tanggal  22 November 2021  

tentang Peraturan Akademik Politeknik Transportasi Sungai,  

Danau dan Penyeberangan Palembang; 

   

  j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi 

Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor :  DIPA-

022.12.1.517988/2025 Tanggal 2 Desember 2024; 

  

     

 

 

 

 

 

Memutuskan … 
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   MEMUTUSKAN : 

 

    

Menetapkan  : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,  

DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG  TIM 

VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA POLITEKNIK 

TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 

PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

 

Kesatu : Menetapkan nama-nama Tim Verifikasi Penerima Beasiswa 

Mahasiswa Politeknik Transportasi SDP Palembang sesuai dengan 

kriteria yang tercantum dalam lampiran; 

 

Kedua  

 

 

 

 

: Verifikator bertugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan verifikasi, melaksanaan proses pengumpulan berkas 

dan mengusulkan nama-nama penerima beasiswa sesuai kriteria 

serta verifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan kebenaran 

terhadap Mahasiswa  penerima beasiswa Politeknik Transportasi 

SDP Palembang ; 

 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

   

Ditetapkan di :  Palembang 

Pada Tanggal :  15 Mei 2025 

 

 

Direktur 

 

 
${ttd_pengirim} 
 

 

 

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M.,M,Mar.E 
NIP. 19711221 200212 1 001 
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Lampiran SK Direktur Poltektrans SDP Plg. 
Nomor :  SK.Poltektrans SDP PLG 123 Tahun 2025 
Tanggal :   15 Mei 2025 
 

 
 

TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA  

  POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN 

 PENYEBERANGAN PALEMBANG 

TAHUN ANGGARAN 2025  

 

 

a. Penanggungjawab : Direktur  

b. Pengarah : 1. Wakil Direktur I 

2. Wakil Direktur II 

3. Wakil Direktur III 

 

c. Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan   

d. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Keuangan dan Umum  

e. Sekretaris  : Koordinator Ketarunaan dan Alumni  

 

f. Bendahara : 1. Koordinator Keuangan 

2. Muhammad Taufiqurrahman, S.T 

 

 

 

 

 

NAMA-NAMA TIM VERIFIKATOR SESUAI KRITERIA: 

1. Verifikator Beasiswa Kriteria Berprestasi di Bidang Akademik   
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3. Andhika Tri Fahlevi, S.Tr.Pel 
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Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
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Peringatan : Revisi : 2

1

SOP POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP 

PALEMBANG

Tgl.Ditetapkan Juni 2021

Tgl.Revisi 21 Mei 2025

Tgl.Diberlakukan

Direktur Politeknik Transportasi

SDP Palembang

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar. E

NIP. 19711221 200212 1 001
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PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA

Peraturan   Pemerintah   Nomor   51   Tahun   2012   

tentang   Sumber   Daya Manusia  di  Bidang  

Transportasi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5310)

Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.84  

Tahun  2009  tanggal  31 Desember  2009  Tentang  

Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Pendidikan  dan 

Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

Peraturan    Pemerintah    Nomor    48    Tahun    2008    

tentang    Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

Melakukan pendataan dengan teliti dan mengikuti prosedur dengan 

benar.

3. ATK

Apabila SOP Prosedur Pemberian Beasiswa tidak 

dilakukan dengan benar, maka beasiswa dan/atau 

bantuan pendidikan tidak dapat diberikan kepada 

taruna/i.

Peraturan   Menteri   Perhubungan   Nomor   PM.63   

Tahun   2018   tentang Perubahan  Peraturan  Menteri  

Perhubungan  Nomor  KM.84  Tahun  2009 Tentang  

Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Pendidikan  dan  

Pelatihan  serta Beasiswa di Bidang Transportasi

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  63 

Tahun 2020 tanggal 27 April 2020   Tentang Penetapan 

Daerah Tertinggal Tahun 2020  - 2024

Peraturan    Menteri    Perhubungan    Nomor    117    

Tahun    2021    Tentang Organisasi   dan   Tata   Kerja   

Politeknik   Transportasi   Sungai   Danau   dan 

Penyeberangan Palembang

Penerbitan Surat Masuk 1. Komputer

2. Printer

Rev 1 : Judul Berubah dan flowchart juga berubah semua                         

Rev 2 : perubahan dasar-dasar hukum, kolom keterangan dan 

penambahan formulir permohonan beasiswa

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 

2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang

Keputusan   Menteri   Keuangan   Nomor   :   

736/KMK.05/2011   tanggal   30 September 2016 

tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai 

Danau dan  Penyeberangan  Palembang  pada  

Kementerian  Perhubungan  sebagai Instansi    

Pemerintah    yang    menerapkan    Pengelolaan    

Badan    Layanan Umum

Surat  Keputusan  Direktur  Politeknik  Transportasi  

Sungai,    Danau  dan Penyeberangan Palembang 

Nomor SK.226/Poltektrans SDP-2021   tanggal 22  

November  2021   tentang  Peraturan  Akademik  

Politeknik  Transportasi Sungai,   Danau dan 

Penyeberangan Palembang
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Direktur
Kasubbag 

AAK
Taruna/i KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Mengajukan Permohonan Beasiswa Berkas 

Permohonan 

Beasiswa
1 Hari

Berkas 

Permohonan 

Beasiswa

Mahasiswa mengisi formulir 

beasiswa

3 Mengadakan Rapat dengan Unit 

Terkait

Berkas 

Permohonan 

Beasiswa

2 Jam

Berkas 

Permohonan 

Beasiswa

4 Menyetujui Permohonan Beasiswa

Ketetapan SK SK Beasiswa 1 Jam SK Beasiswa

5 Menerima Beasiswa Sesuai dengan 

SK Direktur Poltektrans SDP 

Palembang

Bukti Penerimaan 

Beasiswa
Kondisioanal

Bukti 

Penerimaan 

Beasiswa

NO

Meneliti, Mempertimbangkan dan 

Melaksanakan Survey

2

PELAKSANA

URAIAN JENIS KEGIATAN

Berkas 

Permohonan 

Beasiswa

MUTU BAKU

4 Hari

Koordinator ketarunaan melakukan 

pemeriksaan/survei kelayakan 

mengacu pada pedoman/peraturan 

akademik

Berkas 

Permohonan 

Beasiswa

Mulai

Selesai
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No Pekerjaan Penghasilan 

(Rp)

Meninggal/ 

Hidup

Tanggal 

Meninggal

1.

2.

3.

C.  IDENTITAS ORANG  TUA/WALI PENANGGUNG BIAYA DAN KELUARGA

1.  Orang tua/wali

Nama orang tua/wali

Ayah :

Ibu     :

Wali   :

A.  IDENTITAS PRIBADI

1. Nama                                                                     :                                                                                                         

2. NIM                                                                         :                                                                                                         

3. Tempat/tanggal lahir                                    :                                                                                                         

4. Jenis Kelamin                                                   : Laki-Laki/Perempuan *)

5. Jumlah Saudara                                             :                                                                                                         

6. Program Studi                                                  :                                                                                                         

7. Jenjang Studi                                                    :                                                                                                         

8. Email                                                                     :

9. Alamat Sesuai KTP                                         :                                                                                                         

Alamat di Palembang                                     :                                                                                                         

No. Telp./HP                                                       :                                                                                                         

B. STATUS AKADEMIK

1. IP 2 semester terakhir                                 :                                                           IPK               :                 

2. Jumlah SKS 2 semester terakhir         :                                                           SKSK          :                 

3. Jumlah beban SKS untuk lulus           :                                                          

:                 

B.   FORMULIR

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA
Pas photo warna

3 x 4

Kepada Yth.

Direktur

Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan  Palembang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
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No

1.

2.

3.

4.

Periode

Bersama ini kami lampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Palembang, ………………………………

Pemohon,

(                                                                  )

*) Coret yang tidak perlu

3.

Dengan ini   memohon    untuk   dapat    diberi    bantuan   beasiswa     untuk   menunjang keberhasilan studi, dan 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1.  Tidak sedang mengajukan/menerima beasiswa/Ikatan Dinas lain

2.  Sanggup  tidak  cuti  kuliah  selama  proses  permohonan  dan  periode penerimaan  beasiswa

3.  Sanggup memenuhi persyaratan sesuai kriteria penemia bbeasiswa

1.

2.

D.  BEASISWA

1.  Pernah/belum pernah menerima beasiswa *)

2.  Apabila pernah, dari :

No Sumber Dana Dana/bulan Masih menerima/tidak

2. Saudara kandung

Nama Pekerjaan/Sekolah Status 

Menikah/Tidak

Keterangan 

Kakak/Adik
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1.    Berprestasi di Bidang Akademik

•  Kartu Hasil Studi (KHS)

2.    Berprestasi di Bidang Non Akademik

•  Foto copi Sertifikat/piagam/trophi/medali/Surat Keputusan sebagai bukti prestasi

3.      Keluarga Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berpenghasilan Rendah)

•  Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Daerah setempat (Lurah/Camat)

•  Foto copi Kartu Keluarga

•  Foto menggunakan Aplikasi Timestamp : Kondisi Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta tampak anggota 

keluarga penerima beasiswa)

•  Foto   copi   Bukti   Pembayaran   PDAM   atau   Rekening   Listrik   (token)      3   bulan terakhir.

4.    Berasal dari Daerah Tertinggal (termasuk  Daerah 3T)

•  Foto copi Kartu Keluarga.

•  Surat Keterangan dari pemerintah setempat

•  Foto  menggunakan  Aplikasi  Timestamp  Kondisi  Rumah  (tampak  depan,samping dan dalam, serta tampak 

anggota keluarga penerima beasiswa)

5.    Daerah Tempat Tinggal Terdampak Bencana

•  Surat Keterangan dari pemerintah setempat terdampak bencana;

•  Bukti    foto    kondisi    tempat   tinggal   yang   terdampak    bencana   menggunakan Timestamp;

Persyaratan Penerima Beasiswa   sesuai Kriteria :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 63 TAHUN 2018 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR KM 84 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian

bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa 

di bidang transportasi telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan 

Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang 

transportasi perlu dilakukan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi untuk 

pemberdayaan masyarakat dan/atau peningkatan 

pembangunan karakter di bidang transportasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta 

Beasiswa di Bidang Transportasi;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 484Q);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang 

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5310);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Menteri. Perhubungan Nomor KM 84 Tahun

2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
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Menetapkan

Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang 

Transportasi;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata . Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 

2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

814);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni 

Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR KM 84 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian 

Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, serta Beasiswa 

di Bidang Transportasi, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal 

yakni Pasal 21A dan 21B, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:
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Pasal 21A

(1) Pelaksanaan pemberian bantuan Diklat dan 

beasiswa selain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

dapat diselenggarakan untuk kegiatan yaitu:

a. Pola Pembibitan; dan/atau

b. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).

(2) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, pembiayaannya ditanggung

sebagian oleh Kementerian Perhubungan.

(3) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilaksanakan berdasarkan formasi yang 

ditetapkan oleh kementerian yang menangani

urusan pemberdayaan aparatur negara.

(4) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) yang pelaksanaannya diikuti oleh masyarakat 

berdasarkan pada persyaratan yang mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembiayaannya 

ditanggung seluruhnya oleh Kementerian 

Perhubungan.

(6) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) pelaksanaannya diikuti 

oleh masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

di bidang transportasi.

Pasal 21B

(1) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21A ayat (6), dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan:

a. keselamatan dan keamanan di bidang

transportasi;

b. kompetensi sumber daya manusia di bidang 

transportasi;

c. pelayanan publik yang terkait dengan

transportasi; dan/atau
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d. keterampilan dan pengetahuan kepada 

masyarakat untuk mempermudah dalam 

mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi.

(2) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang diikuti oleh

masyarakat dengan kriteria:

a. tidak mampu/miskin;

b. daerah terpencil/tertinggal;

c. daerah rawan bencana;

d. daerah yang karateristiknya memerlukan 

penanganan khusus dari aspek keselamatan 

dan keamanan di bidang transportasi; dan/atau

e. telah memiliki dasar-dasar karakter dan 

sanggup mengabdi pada layanan di bidang 

transportasi.

(3) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk ASN yang

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

transportasi, yang meliputi:

a. pemerintah pusat; atau

b. pemerintah daerah.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 22

Panduan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan 

serta panduan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), 

Pasal 12 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (3), Pasal 

21 A, dan Pasal 21B sebagai pelaksanaan dari Peraturan 

Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 836

Salinan sesuai dengan aslinya 

5IRO HUKUM,

I H„ SH, DESS 
ama Muda (IV/c) 

1023 199203 1 003



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  48  TAHUN  2008  

TENTANG 

PENDANAAN PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 

ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2),  dan 

Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Pendanaan Pendidikan; 

Mengingat    : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN 

PENDIDIKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan: 

1.  Pemerintah . . . 
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1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota. 

3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan 

yang disediakan untuk menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan. 

4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan 

sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 

5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, 

kelompok orang, atau organisasi yang memiliki 

kepentingan dan/atau kepedulian terhadap 

pendidikan. 

6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 

 

Pasal 2  

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 

bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat. 

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada          

ayat (1) meliputi: 

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat;  

b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; 

dan  

c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b yang mempunyai perhatian dan 

peranan dalam bidang pendidikan.  

 

Pasal 3 

(1) Biaya pendidikan meliputi:  

a. biaya satuan pendidikan; 

 

b.  biaya . . . 
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b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 

pendidikan; dan 

c. biaya pribadi peserta didik. 

(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  

a. biaya investasi, yang terdiri atas: 

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 

2. biaya investasi selain lahan pendidikan.  

b. biaya operasi, yang terdiri atas: 

1. biaya personalia; dan 

2. biaya nonpersonalia. 

c. bantuan biaya pendidikan; dan 

d. beasiswa. 

(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. biaya investasi, yang terdiri atas: 

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 

2. biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b. biaya operasi,  yang terdiri atas: 

1. biaya personalia; dan 

2. biaya nonpersonalia. 

(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b angka 1 dan ayat (3)  huruf b angka 1 

meliputi: 

a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri 

atas:  

1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan 

pendidikan; 

2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi 

pegawai pada satuan pendidikan; 

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural 

pada satuan pendidikan; 

 

 4. tunjangan . . . 
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4. tunjangan fungsional bagi pejabat 

fungsional di luar guru dan dosen; 

5. tunjangan fungsional atau subsidi 

tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; 

6. tunjangan profesi  bagi guru dan dosen; 

7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;  

8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; 

dan 

9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang 

memiliki jabatan profesor atau guru besar. 

b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau 

pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas: 

1. gaji pokok; 

2. tunjangan yang melekat pada gaji; 

3. tunjangan struktural bagi pejabat 

struktural; dan 

4. tunjangan fungsional bagi pejabat 

fungsional. 

 

Pasal 4 

(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 

atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain 

lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai 

melalui belanja modal dan/atau belanja barang 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 

atau pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya 

manusia dan investasi lain yang tidak 

menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja 

pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

 
(3)  Pengeluaran . . . 
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(3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah 

daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau 

bantuan sosial sesuai peraturan perundang-

undangan. 

(4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah 

daerah dibiayai melalui belanja barang atau 

bantuan sosial sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat 

mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan 

pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan 

sosial sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada 

daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan 

pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.  

(3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat 

memberikan hibah kepada masyarakat atau 

sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung 

jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran 

Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab 

pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran 

pemerintah daerah sesuai dengan sistem 

penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. 

 

 

 
BAB II . . . 
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BAB II 

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN  

OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH  

 
Bagian Kesatu 

Biaya Investasi Satuan Pendidikan  

Paragraf 1 

Biaya Investasi Lahan Pendidikan 

 

Pasal 7  

(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan 

pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, 

baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung 

jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam 

anggaran Pemerintah.  

(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan 

pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, 

baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran 

daerah.  

(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan 

pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, 

baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung 

jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam 

anggaran Pemerintah. 

(4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan 

pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, 

baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran 

pemerintah daerah. 

(5)  Pendanaan . . . 
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(5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan 

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi 

tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan 

dalam anggaran Pemerintah. 

(6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan 

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atas usulan pemerintah daerah 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran 

pemerintah daerah. 

(7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) 

dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar 

Nasional Pendidikan.  

 
Pasal 8   

(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan 

pendidikan, dan pihak asing dapat membantu 

pendanaan biaya investasi lahan satuan 

pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.  

(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, 

dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya 

investasi lahan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah daerah. 

 
Pasal 9   

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan 

yang diperlukan untuk pemenuhan rencana 

pengembangan satuan atau program pendidikan 

yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf 

internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 

dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; 

c.  masyarakat; . . . 
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c. masyarakat; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

e. sumber lain yang sah.   

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan 

yang diperlukan untuk pemenuhan rencana 

pengembangan program atau satuan pendidikan 

yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 

bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; 

c. masyarakat; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau  

e. sumber lain yang sah. 

(3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan 

yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal harus 

merupakan bagian integral dari anggaran tahunan 

satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana 

kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari 

rencana strategis satuan pendidikan. 

 

Paragraf 2 

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan 

Pasal 10 

(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib 

belajar, baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung 

jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam 

anggaran Pemerintah. 

(2)  Pendanaan . . . 
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(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib 

belajar, baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran 

pemerintah daerah. 

(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan 

terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. 

 
Pasal 11 

(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

satuan pendidikan yang bukan pelaksana program 

wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung 

jawab bersama Pemerintah dan masyarakat. 

(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

satuan pendidikan yang bukan pelaksana program 

wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi 

tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya dan masyarakat. 

 
Pasal 12 

(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan 

pendidikan, dan pihak asing dapat membantu 

pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

satuan pendidikan yang diselenggarakan 

Pemerintah.  

(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, 

dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya 

investasi selain lahan untuk satuan pendidikan 

yang diselenggarakan pemerintah daerah.  

Pasal 13 . . . 
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Pasal 13 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain 

lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana 

pengembangan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf 

internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 

dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; 

c. masyarakat; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

e. sumber lain yang sah. 

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain 

lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana 

pengembangan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 

bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; 

c. masyarakat; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

e. sumber lain yang sah.  

(3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah yang 

dikembangkan menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal  harus 

merupakan bagian integral dari anggaran tahunan 

satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana 

kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari 

rencana strategis satuan pendidikan. 

 
Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau 

 Pengelolaan Pendidikan 

 
Paragraf 1 

Biaya Investasi Lahan 

 
Pasal 14 

(1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab 

Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran 

Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah dan dialokasikan dalam 

anggaran pemerintah daerah. 

 

Paragraf 2 

Biaya Investasi Selain Lahan  

 

Pasal 15    

(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 

pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung 

jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam 

anggaran Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 

pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah  sesuai 

kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran 

pemerintah daerah. 

 

 Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 

Biaya Operasi Satuan Pendidikan  

 
Paragraf 1 

Biaya Personalia 

 

Pasal 16  

(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan 

biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor 

pendidikan meliputi:  

a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal 

maupun nonformal, yang terdiri atas:  

1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat; 

2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi 

pegawai negeri sipil pusat; 

3. tunjangan struktural bagi pejabat 

struktural pada satuan pendidikan bagi 

pegawai negeri sipil pusat; 

4. tunjangan fungsional bagi pejabat 

fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar 

guru dan dosen; 

5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen 

pegawai negeri sipil pusat; 

6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen 

pegawai negeri sipil pusat; 

7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri 

sipil daerah; 

8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen 

pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan 

di daerah khusus oleh Pemerintah; 

9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri 

sipil daerah yang ditugaskan di daerah 

khusus oleh Pemerintah; 

10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen 

pegawai negeri sipil pusat; dan 

11.  tunjangan . . . 
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11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai 

negeri sipil pusat yang memiliki jabatan 

profesor atau guru besar. 

b. biaya personalia penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan, baik formal maupun 

nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas: 

1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat; 

2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi 

pegawai negeri sipil pusat; 

3. tunjangan struktural bagi pejabat 

struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di 

luar guru dan dosen; dan 

4. tunjangan fungsional bagi pejabat 

fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di 

luar guru dan dosen. 

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam 

anggaran Pemerintah. 

 
Pasal 17 

(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan 

biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di 

sektor pendidikan meliputi:  

a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap 

yang ditugaskan oleh Pemerintah atau 

penyelenggara/satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 

b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap 

madrasah dan pendidikan keagamaan formal 

yang ditugaskan oleh Pemerintah atau  

penyelenggara/satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 

 

 
c.  tunjangan . . . 
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c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan 

oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan 

oleh Pemerintah atau  penyelenggara/satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat;  

d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang 

ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;  

e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang 

ditugaskan di daerah khusus oleh 

penyelenggara/satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat  yang memperoleh 

persetujuan dari Pemerintah;  

f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang 

memiliki jabatan profesor atau guru besar yang 

ditugaskan oleh Pemerintah atau  

penyelenggara/satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 

g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan 

oleh Pemerintah; dan 

h. honorarium bagi personalia pendidikan 

kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan 

nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif 

Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam 

anggaran Pemerintah. 

 
Pasal 18  

(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap 

pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di 

sektor pendidikan meliputi:  

a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal 

maupun nonformal, terdiri atas: 

 

  1.  gaji . . . 
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1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah; 

2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi 

pegawai negeri sipil daerah; 

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural 

pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri 

sipil daerah; 

4. tunjangan fungsional bagi pejabat 

fungsional pegawai negeri sipil daerah di 

luar guru; 

5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai 

negeri sipil daerah; dan 

6. konsekuensi anggaran dari maslahat 

tambahan bagi guru pegawai negeri sipil 

daerah. 

b. biaya personalia penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan, baik formal maupun 

nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas: 

1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah; 

2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi 

pegawai negeri sipil daerah; 

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural 

bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru 

dan dosen; dan 

4. tunjangan fungsional bagi pejabat 

fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah 

di luar guru dan dosen. 

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam 

anggaran pemerintah daerah. 

 
Pasal 19  

(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap 

pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri 

sipil di sektor pendidikan meliputi:  

a.  subsidi . . . 
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a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap 

sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah 

daerah atau  penyelenggara/satuan pendidikan 

yang didirikan masyarakat; 

b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan 

oleh pemerintah daerah; dan  

c. honorarium bagi personalia pendidikan 

kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan 

nonformal lainnya yang diselenggarakan 

pemerintah daerah atau masyarakat atas 

inisiatif pemerintah daerah. 

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam 

anggaran pemerintah daerah. 

 
Pasal 20  

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang 

diperlukan untuk pemenuhan rencana 

pengembangan satuan atau program pendidikan 

yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf 

internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 

dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; 

c. masyarakat; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

e. sumber lain yang sah. 

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang 

diperlukan untuk pemenuhan rencana 

pengembangan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 

bersumber dari: 

a.  Pemerintah; . . . 
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a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah;  

c. masyarakat; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

e. sumber lain yang sah.  

(3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan 

dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi 

bertaraf internasional dan/atau berbasis 

keunggulan lokal  harus merupakan bagian integral 

dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang 

diturunkan dari rencana kerja tahunan yang 

merupakan pelaksanaan dari rencana strategis 

satuan pendidikan. 

 

Paragraf 2 

Biaya Nonpersonalia 

 

Pasal 21 

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan 

pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, 

baik formal maupun nonformal,  yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi 

tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan 

dalam anggaran Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan 

pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, 

baik formal maupun nonformal,  yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya, menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah dan dialokasikan dalam 

anggaran pemerintah daerah. 

 

 

 

(3)  Tanggung jawab . . . 
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(3) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar 

Nasional Pendidikan.   

 

Pasal 22 

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan 

yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik 

formal maupun nonformal,  yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah dan masyarakat. 

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan 

yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik 

formal maupun nonformal, yang diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya 

menjadi tanggung jawab bersama antara 

pemerintah daerah dan masyarakat. 

 

Pasal 23 

(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan 

pendidikan, dan pihak asing dapat membantu 

pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau 

program pendidikan yang diselenggarakan 

Pemerintah.  

(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, 

dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya 

nonpersonalia satuan pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah daerah.  

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat 

membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan 

atau program pendidikan, baik formal maupun 

nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

 

 Pasal 24 . . . 
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Pasal 24 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia 

yang diperlukan untuk pemenuhan rencana 

pengembangan satuan atau program pendidikan 

yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf 

internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 

dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; 

c. masyarakat; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau  

e. sumber lain yang sah. 

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia 

yang diperlukan untuk pemenuhan rencana 

pengembangan satuan atau program pendidikan 

yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 

bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; 

c. masyarakat; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

e. sumber lain yang sah. 

(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan 

dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi 

bertaraf internasional dan/atau berbasis 

keunggulan lokal  harus merupakan bagian integral 

dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang 

diturunkan dari rencana kerja tahunan yang 

merupakan pelaksanaan dari rencana strategis 

satuan pendidikan. 

 
Bagian Keempat . . . 
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Bagian Keempat 

Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau  

Pengelolaan Pendidikan 

 
Paragraf 1 

Biaya Personalia 

 
Pasal 25  

(1) Pendanaan biaya personalia kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab 

Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran 

Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya personalia kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan 

dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. 

 

Paragraf 2 

Biaya Nonpersonalia 

 

Pasal 26  

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab 

Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran 

Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan 

dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. 

 

 Bagian Kelima . . . 
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Bagian Kelima 

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa 

 

Pasal 27 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya memberi bantuan biaya 

pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik 

yang orang tua atau walinya tidak mampu 

membiayai pendidikannya. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada 

peserta didik yang berprestasi. 

 

Pasal 28  

(1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau 

seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung 

peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan 

Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)  

diatur dengan peraturan kepala daerah. 

 

Pasal 29 

(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan 

yang harus ditanggung peserta didik, termasuk 

biaya pribadi peserta didik.  

(2)  Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri 

atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan 

masing-masing. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah. 

 

Pasal 30 

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya 

nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah. 

(2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan 

biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut 

biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau 

wali peserta didik. 

(3) Satuan pendidikan yang memungut biaya 

nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Keenam 

Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri 

 

Pasal 31 

Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang 

dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

 BAB III . . . 
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BAB III 

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN  

OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN  

YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT   

 

Bagian Kesatu 

Biaya Investasi Satuan Pendidikan 

  

Paragraf 1 

Biaya Investasi Lahan Pendidikan 

 

Pasal 32 

(1) Lahan untuk satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat  harus 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan.  

(2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan 

pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung 

jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

(3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat  

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional 

Pendidikan.  

(4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku 

kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat 

membantu pendanaan investasi untuk lahan 

satuan dan/atau program pendidikan, baik formal 

maupun nonformal, yang diselenggarakan 

masyarakat. 

 

 

 

Pasal 33 . . . 
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Pasal 33 

(1)  Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan 

satuan pendidikan yang diperlukan untuk 

mengembangkan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf 

internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 

dapat bersumber dari: 

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 

b. orang tua atau wali peserta didik; 

c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta 

didik; 

d. Pemerintah; 

e. pemerintah daerah; 

f.  pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 

g. sumber lain yang sah. 

(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan 

Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan 

masing-masing. 

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh 

pemerintah daerah sesuai kewenangannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur 

dengan peraturan kepala daerah. 

(4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang 

diselenggarakan masyarakat  dan dikembangkan 

menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 

keunggulan lokal  harus merupakan bagian integral 

dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang 

diturunkan dari rencana kerja tahunan yang 

merupakan pelaksanaan dari rencana strategis 

satuan pendidikan. 

 

 
Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan 

 

Pasal 34 

(1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh masyarakat  harus 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan.  

(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

satuan pendidikan penyelenggara program wajib 

belajar, baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung 

jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat. 

(3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional 

Pendidikan. 

(4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

satuan pendidikan bukan penyelenggara program 

wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung 

jawab bersama penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat. 

(5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku 

kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat 

membantu pendanaan biaya investasi selain lahan 

untuk satuan dan/atau program pendidikan formal 

dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat. 

 

 

 

 

 

Pasal 35 . . . 
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Pasal 35 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain 

lahan yang diperlukan untuk pengembangan 

satuan atau program  pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat  menjadi bertaraf 

internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 

dapat bersumber dari: 

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 

b. orang tua atau wali peserta didik; 

c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta 

didik; 

d. Pemerintah; 

e. pemerintah daerah; 

f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 

g. sumber lain yang sah. 

(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan 

Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan 

masing-masing. 

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh 

pemerintah daerah sesuai kewenangannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur 

dengan peraturan kepala daerah. 

(4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan 

yang diselenggarakan masyarakat  dan 

dikembangkan menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal  harus 

merupakan bagian integral dari anggaran tahunan 

satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana 

kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari 

rencana strategis satuan pendidikan. 

 

 Bagian Kedua . . . 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 27 - 

Bagian Kedua 

Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau  

Pengelolaan Pendidikan 

 
Paragraf 1 

Biaya Investasi Lahan 

 
Pasal 36 

Pendanaan investasi untuk lahan kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan  pendidikan 

oleh masyarakat menjadi tanggung jawab 

penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

 
Paragraf 2 

Biaya Investasi Selain Lahan 

 
Pasal 37 

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh masyarakat menjadi tanggung jawab 

penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

 

Bagian Ketiga 

Biaya Operasi Satuan Pendidikan 

  
Paragraf 1 

Biaya Personalia 

 
Pasal 38 

(1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal 

maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh 

masyarakat yang menjadi tanggung jawab 

penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:  

a.  gaji pokok; . . . 
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a. gaji pokok; 

b. tunjangan yang melekat pada gaji; 

c. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan 

d. maslahat tambahan bagi guru dan dosen.  

(2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara 

penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat  dengan masing-masing 

pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan 

kerja bersama antara penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang bersangkutan dengan 

keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan. 

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku 

kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat 

membantu pendanaan biaya personalia pada 

satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, 

yang diselenggarakan masyarakat. 

 

Pasal 39 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang 

diperlukan untuk mengembangkan satuan atau 

program pendidikan yang diselenggarakan 

masyarakat  menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat 

bersumber dari: 

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 

b. orang tua atau wali peserta didik; 

c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta 

didik; 

d. Pemerintah; 

e. pemerintah daerah; 

f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 

g. sumber lain yang sah. 

(2) Syarat . . . 
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(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan 

Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan 

masing-masing. 

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh 

pemerintah daerah sesuai kewenangannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur 

dengan peraturan kepala daerah. 

(4) Biaya personalia satuan pendidikan yang 

diselenggarakan masyarakat  dan dikembangkan 

menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 

keunggulan lokal  harus merupakan bagian integral 

dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang 

diturunkan dari rencana kerja tahunan yang 

merupakan pelaksanaan dari rencana strategis 

satuan pendidikan. 

 

Paragraf 2 

Biaya Nonpersonalia 

 

Pasal 40 

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan 

pendidikan dasar madrasah pelaksana program 

wajib belajar yang diselenggarakan oleh 

masyarakat  menjadi tanggung jawab Pemerintah 

dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan 

pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib 

belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran 

pemerintah daerah. 

 

(3)  Tanggung jawab . . . 
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(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan 

terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. 

(4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan 

pendidikan bukan pelaksana program wajib 

belajar, baik formal maupun nonformal, yang 

diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung 

jawab bersama antara penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat  dan peserta 

didik atau orang tua/walinya.  

(5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan 

pihak asing dapat membantu pendanaan biaya 

nonpersonalia satuan pendidikan yang 

diselenggarakan penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat.  

(6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat  

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; 

c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di 

luar peserta didik atau orang tua/walinya; 

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau  

e. sumber lainnya yang sah. 

 

 
Pasal 41 . . . 
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Pasal 41 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia 

yang diperlukan untuk pengembangan satuan 

pendidikan yang diselenggarakan masyarakat  

menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 

keunggulan lokal, dapat bersumber dari: 

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 

b. Pemerintah; 

c. pemerintah daerah; 

d. peserta didik atau orang tua/walinya; 

e. pemangku kepentingan di luar peserta didik 

atau orang tua/walinya; 

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau  

g. sumber lainnya yang sah. 

(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan 

Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan 

masing-masing. 

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh 

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala 

daerah sesuai kewenangannya. 

(4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang 

diselenggarakan masyarakat  dan dikembangkan 

untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis 

keunggulan lokal  harus merupakan bagian integral 

dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang 

diturunkan dari rencana kerja tahunan yang 

merupakan pelaksanaan dari rencana strategis 

satuan pendidikan. 

 
Bagian Keempat . . . 
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Bagian Keempat 

Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau  

Pengelolaan Pendidikan 

 
Paragraf 1 

Biaya Personalia 

 
Pasal 42 

Pendanaan biaya personalia untuk kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab 

penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

 
Paragraf 2 

Biaya Nonpersonalia 

 
Pasal 43 

Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat  menjadi tanggung jawab 

penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan.  

 

Bagian Kelima 

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa  

 

Pasal 44 

(1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat memberi bantuan biaya 

pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik 

atau orang tua atau walinya yang tidak mampu 

membiayai pendidikannya. 

(2)  Penyelenggara . . . 
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(2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa 

kepada peserta didik yang berprestasi. 

(3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan 

beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dapat bersumber dari: 

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 

b. Pemerintah; 

c. pemerintah daerah; 

d. orang tua/wali peserta didik; 

e. pemangku kepentingan di luar peserta didik 

dan orang tua/walinya; 

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau  

g. sumber lainnya yang sah. 

 

Pasal 45 

(1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup 

sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang 

harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya 

personal.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh 

penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan 

penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 

Pasal 46 . . . 
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Pasal 46 

Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar 

yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak 

dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau 

berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan 

biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah. 

 

BAB IV 

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN  

OLEH MASYARAKAT DI LUAR  

PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN 

 YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT  

 

Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua,  

dan/atau Wali Peserta Didik 

 

Pasal 47 

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik 

bertanggung jawab atas: 

a. biaya pribadi peserta didik; 

b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 

satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib 

belajar, baik formal maupun nonformal, yang 

diperlukan untuk menutupi kekurangan 

pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara 

dan/atau satuan pendidikan;  

c. pendanaan biaya personalia pada satuan 

pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, 

baik formal maupun nonformal, yang diperlukan 

untuk menutupi kekurangan pendanaan yang 

disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan 

pendidikan; 

 d.  pendanaan . . . 
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d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan 

pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, 

baik formal maupun nonformal, yang diperlukan 

untuk menutupi kekurangan pendanaan yang 

disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan 

pendidikan; dan 

e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan 

dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan 

tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan 

satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional 

dan/atau berbasis keunggulan lokal. 

Pasal 48 

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau 

wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana 

dimaksud  dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan 

huruf e ditujukan untuk: 

a. menutupi kekurangan pendanaan satuan 

pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan; dan 

b. mendanai program peningkatan mutu satuan 

pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan. 

 

Bagian Kedua 

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan                   

oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan          

Satuan Pendidikan  yang didirikan masyarakat 

 serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya 

Pasal 49 

(1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat serta 

peserta didik atau orang tua/walinya dapat 

memberikan sumbangan pendidikan secara 

sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada 

satuan pendidikan. 

(2)  Sumbangan . . . 
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(2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibukukan dan 

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada 

pemangku kepentingan satuan pendidikan.  

(3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan 

sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan 

publik, diumumkan secara transparan di media 

cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada 

Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah 

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

BAB V 

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN  

 

Pasal 50 

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan 

berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan 

keberlanjutan. 

(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan 

pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan 

masing-masing. 

(3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan 

cukup untuk membiayai penyelenggaraan 

pendidikan yang memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan.  

(4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat 

digunakan secara berkesinambungan untuk 

memberikan layanan pendidikan yang memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan. 

 Pasal 51 . . . 
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Pasal 51 

(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. 

(2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: 

a. anggaran Pemerintah; 

b. anggaran pemerintah daerah; 

c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

d. sumber lain yang sah. 

(3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat dapat 

bersumber dari: 

a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan 

yang didirikan masyarakat; 

b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik 

atau orang tua/ walinya; 

c. bantuan Pemerintah; 

d. bantuan pemerintah daerah;  

e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;  

f. hasil usaha penyelenggara atau satuan 

pendidikan; dan/atau 

g. sumber lainnya yang sah. 

(4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber 

dari: 

a. anggaran Pemerintah; 

b. bantuan pemerintah daerah;  

c. pungutan dari peserta didik atau orang 

tua/walinya yang dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan 

pendidikan di luar peserta didik atau orang 

tua/walinya; 

e.  bantuan . . . 
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e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

f. sumber lainnya yang sah. 

(5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat 

bersumber dari: 

a. bantuan pemerintah daerah;  

b. bantuan Pemerintah; 

c. pungutan dari peserta didik atau orang 

tua/walinya yang dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan 

pendidikan di luar peserta didik atau orang 

tua/walinya; 

e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

f. sumber lainnya yang sah. 

(6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat  dapat 

bersumber dari: 

a. bantuan dari penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang bersangkutan; 

b. bantuan dari Pemerintah;  

c. bantuan dari pemerintah daerah; 

d. pungutan dari peserta didik atau orang 

tua/walinya yang dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan 

pendidikan di luar peserta didik atau orang 

tua/walinya; 

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau 

g. sumber lainnya yang sah. 

 

Pasal 52 . . . 
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Pasal 52 

 

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka 

memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, 

dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan 

ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau 

operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana 

strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran 

tahunan yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan; 

b. perencanaan investasi dan/atau operasi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan 

secara transparan kepada pemangku kepentingan 

satuan pendidikan; 

c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas 

nama satuan pendidikan; 

d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh 

satuan pendidikan terpisah dari dana yang 

diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; 

e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang 

tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; 

f.  menerapkan sistem subsidi silang yang diatur 

sendiri oleh satuan pendidikan; 

g. digunakan sesuai dengan perencanaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

 

 

 
h.  tidak . . . 
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h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik 

untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil 

belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta 

didik dari satuan pendidikan; 

i.  sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari 

total dana pungutan peserta didik atau orang 

tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu 

pendidikan; 

j.  tidak dialokasikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk kesejahteraan anggota 

komite sekolah/madrasah atau lembaga 

representasi pemangku kepentingan satuan 

pendidikan; 

k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan 

dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan 

kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari 

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; 

l.  pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan 

dana dipertanggung jawabkan oleh satuan 

pendidikan secara transparan kepada pemangku 

kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali 

peserta didik, dan penyelenggara satuan 

pendidikan; dan 

m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 53 

Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan 

masing-masing, dapat membatalkan pungutan 

sebagaimana dimaksud dalam      Pasal 52 apabila 

melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai 

meresahkan masyarakat.   

 

 
Pasal 54 . . . 
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Pasal 54 

 

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu 

tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan 

menurut perencanaan investasi dan/atau operasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka 

kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun 

berikutnya.  

 

Pasal 55 

 

(1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat 

memberikan sumbangan pendidikan yang sama 

sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan 

secara sukarela di luar yang telah diatur dalam 

Pasal 52. 

(2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan 

sumbangan pendidikan yang bersumber dari 

peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh 

akuntan publik, diumumkan secara transparan di 

media cetak berskala nasional, dan dilaporkan 

kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari 

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 56 

 

(1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, 

ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf 

f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2)  Bantuan . . . 
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(2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 

kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri 

Keuangan.  

 

Pasal 57 

(1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana 

pengembangan. 

(2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan 

hasil pengelolaan pokok dana pengembangan. 

(3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari: 

a. bantuan Pemerintah; 

b. bantuan pemerintah daerah; 

c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau 

orang tua/walinya; 

d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i; 

e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

dan/atau  

f. sumber lain yang sah. 

(4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan 

kecuali jika: 

a. pengelolaan dana pengembangan mengalami 

kerugian; 

b. dana pengembangan digunakan untuk 

menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan 

ketika mengalami kesulitan keuangan yang 

menjurus pada kepailitan; atau 

c. digunakan untuk menyelamatkan satuan 

pendidikan ketika terkena bencana. 

 
(5)  Hasil . . . 
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(5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan 

dapat digunakan untuk: 

a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya 

operasi satuan pendidikan; 

b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik 

yang tidak mampu membiayai pendidikannya; 

dan/atau 

c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau 

tenaga kependidikan pada satuan pendidikan 

yang bersangkutan. 

(6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh 

digunakan untuk: 

a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung 

maupun tidak langsung; dan/atau 

b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun 

tidak langsung. 

(7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip 

transparansi dan  akuntabilitas dan tidak boleh 

diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi 

atau melanggar peraturan perundang-undangan. 

(8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening 

khusus dana pengembangan atas nama satuan 

pendidikan. 

(9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana 

lain. 

(10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh 

pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku 

kepentingan pendidikan secara periodik tahunan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan penyelenggara atau 

satuan pendidikan. 

 

 
BAB VI . . . 
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BAB VI 

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN 

 

Bagian Kesatu 

Prinsip  

 

Pasal 58 

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan 

satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat 

terdiri atas: 

a. prinsip umum; dan 

b. prinsip khusus. 

 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 

Pasal 59 

(1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

58 huruf a  adalah:  

a. prinsip keadilan;  

b. prinsip efisiensi; 

c. prinsip transparansi; dan 

d. prinsip akuntabilitas publik. 

(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses 

pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan 

merata kepada peserta didik atau calon peserta 

didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, 

agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status 

sosial-ekonomi. 

(3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan 

akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan 

pendidikan. 

(4)  Prinsip   . . . 
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(4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas 

kepatutan dan tata kelola yang baik oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara 

pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan 

pendidikan sehingga: 

a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang 

berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar 

tanpa perkecualian; dan 

b. dapat dipertanggungjawabkan secara 

transparan kepada pemangku kepentingan 

pendidikan. 

(5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan 

memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan 

yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan 

pendidikan kepada pemangku kepentingan 

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Paragraf 2 

Prinsip Khusus 

Pasal 60 

(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah 

tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

 

 (3)  Pengelolaan . . . 
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(3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan 

pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan 

pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan. 

 

Pasal 61 

(1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola 

sesuai sistem anggaran Pemerintah.  

(2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah 

dikelola sesuai sistem anggaran daerah.  

(3) Seluruh dana satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai 

sistem anggaran Pemerintah.  

(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola 

sesuai sistem anggaran daerah. 

 

Pasal 62 

(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat 

diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat untuk: 

a. biaya investasi pada satuan pendidikan; 

b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau 

c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam 

bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi 

satuan pendidikan. 

 

 (3)  Dana . . . 
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(3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat  

disimpan dalam rekening penyelenggara atau 

satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui 

mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan 

pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di 

dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang 

dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau 

pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 
Pasal 63 

(1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari 

masyarakat oleh satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan 

penyelenggara program wajib belajar yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah 

daerah yang belum berbadan hukum dikelola 

dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum.  

 

Bagian Kedua 

Perencanaan  

 

Pasal 64 

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah 

harus sejalan dengan: 

a. rencana pembangunan jangka panjang; 

b. rencana pembangunan jangka menengah; 

c. rencana kerja Pemerintah; dan  

d. rencana strategis pendidikan nasional.  

Pasal 65 . . . 
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Pasal 65 

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah 

daerah harus sejalan dengan: 

a. rencana pembangunan jangka panjang; 

b. rencana pembangunan jangka menengah; 

c. rencana kerja Pemerintah;  

d. rencana strategis pendidikan nasional; dan 

e. rencana strategis daerah. 

 

Pasal 66 

Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan 

pendidikan tinggi harus sejalan dengan: 

a. rencana pembangunan jangka panjang; 

b. rencana pembangunan jangka menengah; 

c. rencana kerja Pemerintah;  

d. rencana strategis pendidikan nasional; 

e. rencana strategis satuan pendidikan; dan 

f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan. 

 

Pasal 67 

(1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran 

dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan 

dalam rencana kerja dan anggaran 

kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-

undangan. 

(2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran 

dana pendidikan oleh pemerintah daerah 

dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

(3) Rencana . . . 
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(3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran 

dana pendidikan oleh satuan pendidikan 

dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran 

tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga  

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Pendidikan  

 

Pasal 68 

(1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah 

dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah 

daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 69  

(1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 (3) Penggunaan . . . 
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(3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan 

pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang 

diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, 

serta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 70  

(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana 

pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan 

sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi 

instansi Pemerintah. 

(2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah 

oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan 

kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai 

kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana 

pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan 

kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai  

kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 71 

(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana 

pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan 

dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku 

bagi instansi pemerintah daerah. 

(2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana 

pendidikan pemerintah daerah oleh satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaporan . . . 
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(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima 

belas) hari kalender. 

 

Pasal 72 

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana 

pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan 

dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba 

yang berlaku bagi satuan pendidikan. 

 

Pasal 73  

Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 

serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana 

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 

Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Keempat 

Pengawasan dan Pemeriksaan 

 

Pasal 74 

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana 

pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana 

pendidikan dalam rangka pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

 

 

 
Pasal 75 . . . 
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Pasal 75 

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana 

pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana 

pendidikan dalam rangka pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 76 

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana 

dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 77 

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana 

dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 
Pasal 78 . . . 
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Pasal 78 

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat  dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan anggaran 

dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana 

dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 

Pertanggungjawaban 

 

Pasal 79 

(1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah 

daerah  dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah 

daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat  

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan anggaran 

dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

BAB VII . . . 
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BAB VII 

PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN 

  

Pasal 80 

(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi 

pendidikan pada sektor pendidikan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara setiap 

tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 

20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

Menteri Keuangan. 

Pasal 81 

(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi 

pendidikan pada sektor pendidikan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap 

tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 

20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

Menteri Keuangan. 

Pasal 82 

(1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada 

pemerintah daerah dalam bentuk hibah. 

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak termasuk:  

a. dana dekonsentrasi; 

b. dana tugas pembantuan; dan 

c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.  

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah 

antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan 

kepala daerah. 

  
Pasal 83 . . . 
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Pasal 83 

(1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah diberikan kepada satuan 

pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam 

penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana 

tersebut secara langsung kepada satuan 

pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari 

kerja setelah terbitnya surat perintah membayar 

dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau 

kantor pelayanan perbendaharaan daerah. 

(3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan 

kepada satuan pendidikan. 

Pasal 84 

Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau 

pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana 

yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri 

atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.  

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 85 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 

peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan 

pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau 

belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

 

BAB IX . . . 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, 

ketentuan mengenai pembiayaan  dalam Bab IX 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411), 

Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 

tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3412), 

Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 

tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 87 

Semua peraturan yang diperlukan untuk 

melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus 

diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung 

sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 88 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Juli 2008 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

                     ttd 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  4 Juli 2008 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

                REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

                            ttd 

 

 

                   ANDI MATTALATTA 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2008  NOMOR 91             

 



 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DANPENYEBERANGAN PALEMBANG 

 

 

 
 

 

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI 
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG  

NOMOR : SK.226/POLTEKTRANS SDP-2021 

 
TENTANG 

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK TRANSPORTASI 

SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU 

DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG, 

 

 
Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
 

 

 

 

 

a. 
 

 

 

 

 

Bahwa  dalam  rangka  meningkatkan kemajuan dan prestasi 

akademik serta mewujudkan proses pendidikan secara teratur 

dan terarah agar dapat menghasilkan lulusan yang professional 

dan berkompeten sesuai perkembangan kemajuan teknologi 

yang sesuai standar nasional dan internasional dalam 

penyelenggaraan program Pendidikan di Politeknik Transportasi 

SDP Palembang; 

  b. Bahwa untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi 

globalisasi di segala bidang, diperlukan layanan belajar serta 

sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan 

Standar Nasional Perguruan Tinggi; 

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan 

Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi SDP 

Palembang tentang Pedoman Penilaian Pendidikan Taruna Pada 

Politeknik Transportasi SDP Palembang; 

Jl. Sabar Jaya No. 
116 Palembang 
30763 

Email      : kepegawaian_bpptdplg@yahoo.co.id 
Website  : www.poltektranssdp-palembang.ac.id 

Telp    : (0711) 7537264 
Fax.    :(0711) 7537263 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

429/KPT/1/2017. Tanggal 1 Agustus 2017 tentang izin 

pendirian prodi pada Poltek Trans SDP Palembang. 

  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

065/U/1981 tentang Persamaan Ijazah di Lingkungan Diklat 

awal Perhubungan; 

  
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi 

Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. 

  
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 105 tahun 2018 

tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan 

Penyeberangan Palembang. 

   
     MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI 

DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG 

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI 

DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau 

dan Penyeberangan Palembang ini, yang dimaksud dengan : 

1. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan 

Palembang yang selanjutnya disebut Poltektrans SDP 

Palembang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

program pendidikan yang berbasis vokasi, penelitian, dan 



 

pengabdian kepada masyarakat dan dapat menyelenggarakan 

pendidikan profesi di  bidang  pelayaran  serta lalu lintas 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. 

2. Statuta Poltektrans SDP Palembang adalah peraturan dasar 

pengelolaan Poltektrans SDP Palembang sebagai landasan 

penyusunan peraturan dan prosedur operasional di 

Poltektrans SDP Palembang. 

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 

program sarjana, program magister, program doktor, dan 

program profesi serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 

kebudayaan bangsa Indonesia. 

4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma 

yang menyiapkan Taruna untuk pekerjaan dengan keahlian 

terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat 

dikembangkan oleh Menteri sampai program magister 

terapan atau program doktor terapan. 

5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program 

pendidikan sarjana yang mempersiapkan Taruna untuk 

memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran tertentu dalam satu pendidikan vokasi, 

dan/atau pendidikan profesi. 

7. Pembelajaran adalah proses interaksi Taruna dengan dosen 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 

dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh 

informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan 

dan teknologi. 

9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltektrans SDP 



 

Palembang, meliputi pustakawan, tenaga administrasi, 

laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.  

11. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Dosen, 

konselor, pengasuh Taruna, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.  

12. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, 

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

13. Dosen Tetap adalah tenaga pendidik yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil Poltektrans SDP Palembang yang 

mempunyai jabatan fungsional Dosen yang bekerja penuh 

waktu. 

14. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pendidik tidak tetap yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil di Poltektrans SDP Palembang 

yang sedang menududuki jabatan struktural dan/atau 

Aparatur Sipil Negara (ASN)/non ASN di dalam/luar 

Poltektrans SDP Palembang yang bekerja separuh waktu. 

15. Instruktur merupakan pendidik yang menekankan 

pembinaan pada penguasaan keterampilan di perguruan 

tinggi Poltektrans SDP Palembang. 

16. Calon Taruna adalah Peserta Didik yang dinyatakan lulus tes 

tahap akhir melalui Seleksi Penerimaan Calon Taruna 

(Sipencatar) dan belum dilantik menjadi taruna. 

17. Taruna adalah Calon Taruna yang telah melalui program 

masa dasar pembentukan karakter dan masa pembentukan 

karakter taruna dan sudah dinyatakan lulus   

18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar di 

Poltektrans SDP Palembang untuk mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang dan pendidikan tertentu. 

19. Civitas Academica Poltektrans SDP Palembang adalah 

masyarakat akademik yang terdiri atas Tenaga Pendidik, 

Tenaga Kependidikan dan Taruna Poltektrans SDP 

Palembang. 



 

20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, 

proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi. 

21. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS 

adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada 

Taruna per minggu per semester dalam proses pembelajaran 

melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 

pengakuan atas keberhasilan usaha Taruna dalam mengikuti 

kegiatan kurikulum di suatu program studi.  

22. Semester Antara adalah program perkuliahan yang 

diselenggarakan untuk remediasi, pengayaan, atau 

percepatan. 

23. Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah 

mengikuti pendidikan dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda 
Tamat Pendidikan, serta Sertifikat Kompetensi. 

24. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan 

keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime.  

25. Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta 

hak dan kewajiban pelaut;  

26. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi 

keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal;  

27. Praktek Laut (Prala) adalah kegiatan praktek lapangan yang 

dilaksanakan oleh taruna program studi Permesinan Kapal 
dan Studi Nautika pada semester IV dan V di atas kapal niaga 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

STCW 1978 dan amandemennya;  

28. Alumni adalah seseorang yang dinyatakan telah lulus 

mengikuti pendidikan di Balai Pendidikan dan Latihan Lalu 
Lintas Angkutan Sungai dan Danau (BPL LLASD), Balai 

Pendidikan dan Pelatihan  Angkutan Penyeberangan dan 
Perairan Daratan (BPP APPD), Balai Pendidikan dan Pelatihan 
Transportasi Darat Palembang(BPPTD Palembang) dan 

Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan 
Palembang pada program diploma, sarjana terapan dan pasca 

sarjana S-2,  yang diselenggarakan oleh Poltektrans SDP 
Palembang, serta pemegang gelar Doktor Honoris Causa dari 

Poltektrans SDP Palembang atau yang ditetapkan oleh 



 

Direktur Poltektrans SDP Palembang atas pertimbangan 

senat Poltektrans SDP Palembang. 

29. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

30. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan Taruna secara 
terprogram atas bimbingan tenaga pendidik sebagai bagian 

kurikulum dan bagi taruna yang berprestasi maka yang 
bersangkutan diberikan sertifikat sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

31. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Taruna 
sebagai penunjang kurikulum bagi taruna yang berprestasi 

maka yang bersangkutan diberikan sertifikat sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 

32. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Civitas Academica 
dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 
bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

33. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan setiap 
anggota Civitas Academica Poltektrans SDP Palembang dalam 

menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan 
pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian 

sidang, seminar, diskusi simposium, ceramah, publikasi 
ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah 

keilmuan. 

34. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan 
Civitas Academica Poltektrans SDP Palembang suatu cabang 

ilmu pengetahun, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang 
melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahun, 

teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam 
menemukan, mengembangkan kebenaran menurut kaidah 
keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. 

35. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 

dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data 
dan keterampilan tertentu dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi di bidang 

sungai, danau, dan penyeberangan serta pelayaran. 

36. Dewan Penyantun yang selanjutnya disebut Dewan 
Pertimbangan adalah bagian organ Poltektrans SDP 



 

Palembang yang melakukan fungsi pertimbangan non-
akademik dan fungsi lain sesuai kewenangan di Poltektrans 

SDP Palembang. 

37. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas 

prestasi atau jasa yang diberikan oleh Poltektrans SDP 

Palembang kepada perseorangan dan/atau lembaga. 

38. Senat adalah tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan 
yang ditunjuk melalui surat keputusan Direktur Poltektrans 

SDP Palembang 

39. Direktur adalah pimpinan tertinggi di Poltektrans SDP 
Palembang yang diangkat oleh Surat Keputusan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia. 

40. Pembina Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis 
Kehormatan adalah Menteri yang dalam pelaksanaan secara 
fungsional dilaksanakan Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Perhubungan dan dibantu oleh 
pembina administratif dan teknis operasional Poltektrans 

SDP Palembang. 

41. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Perhubungan Darat selaku pembina teknis 
bidang Darat dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan Laut selaku pembina teknis bidang 

Laut pada Poltektrans SDP Palembang. 

42. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian 
Perhubungan selaku Pembina Administratif Poltektrans SDP 

Palembang. 

43. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Perhubungan selaku pengarah Poltektrans 

SDP Palembang. 

44. Menteri adalah Menteri Perhubungan selaku 

penanggungjawab Poltektrans SDP Palembang. 

 

 

 



 

BAB II 

PENERIMAAN TARUNA BARU 

Pasal 2 

Persyaratan Calon Taruna 

 

Calon Taruna yang akan diterima harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

(1) Warga Negara Indonesia; 

(2) Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2007; 

(3) Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani; 

(4) Memenuhi semua persyaratan untuk dapat mengikuti semua 

kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih; 

(5) Memenuhi ketentuan persyaratan Calon Taruna sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Pasal 3 

Seleksi Penerimaan Calon Taruna 

 

(1) Peserta ujian harus mengikuti proses seleksi melalui jalur 

Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) baik jalur pola 

pembibitan, jalur reguler, dan jalur mandiri yang 

diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Perhubungan dan/atau Poltektrans SDP 

Palembang; 

(2) Peserta Ujian Sipencatar harus mengikuti semua tahapan tes 

yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Perhubungan dan/atau Poltektrans SDP 

Palembang; 

(3) Tahapan tes yang dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada 

petunjuk teknis dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Perhubungan dan/atau Poltektrans SDP 

Palembang; 

 

 

 



 

Pasal 4 

Waktu Penerimaan dan Daya Tampung Taruna 

 
(1) Penerimaan Taruna baru dilakukan sesuai kalenderium  

akademik; 

(2) Jumlah Taruna yang diterima pada setiap program studi 

disesuaikan dengan daya tampung yang ada di program studi 

masing-masing; 

(3) Penerimaan Taruna baru sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), dapat dilakukan setelah dikeluarkan pengumuman 
dari Kementerian Perhubungan/BPSDM Perhubungan/ 

Poltektrans SDP Palembang. 

  Pasal 5 

Registrasi Ulang dan Jadwal Pendidikan dan Pelatihan 

 
(1) Calon Taruna adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus 

oleh Kementerian Perhubungan/BPSDM Perhubungan/ 
Poltektrans SDP Palembang. 

 

(2) Calon Taruna yang diterima sebagai Taruna Poltektrans SDP 

Palembang harus menandatangani surat pernyataan 

bermaterai untuk mematuhi segala peraturan yang 

dikeluarkan oleh Poltektrans SDP Palembang dan harus 

disetujui oleh orang tua/wali. 
 

(3) Calon taruna wajib melaksanakan pendaftaran (registrasi) 

ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik; 

(4) Kegiatan registrasi bagi Taruna dan atau Calon Taruna 

meliputi kegiatan registrasi administrasi dan keuangan; 

(5) Registrasi administrasi dan keuangan yang dimaksud pada 

ayat (4) meliputi pembayaran biaya akademik dan non 

akademik pada setiap semester; 

(6) Registrasi Administrasi dan keuangan wajib diselesaikan oleh 

Taruna dan atau Calon Taruna sebelum kegiatan perkuliahan 

dimulai pada setiap semester; 

(7) Registrasi ulang bagi Calon Taruna dilakukan dengan 

membawa dan menyerahkan persyaratan yang telah 

ditentukan dalam pengumuman kelulusan Seleksi 

Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar); 



 

(8) Biaya Pendidikan ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Direktur; 

(9) Mekanisme pendaftaran ulang sesuai dengan Surat 

Keputusan Direktur; 

(10) Jadwal pendidikan diatur dalam Kalender Akademik yang 

diterbitkan setiap tahun akademik/semester baru dan 

perkuliahan diatur sesuai kalenderium akademik 

Pasal 6 

Sanksi Kelalaian Registrasi 

 
Taruna dan atau Calon Taruna yang tidak melaksanakan 
registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Taruna 
dan atau  Calon Taruna tersebut dinyatakan mengundurkan diri. 

 
 

BAB III 

BIAYA PENDIDIKAN 

Pasal 7  

Ketentuan Biaya Pendidikan 

 
(1) Biaya administrasi Pendidikan wajib dibayarkan pada Setiap 

semester sesuai dengan Surat Pengumuman Direktur; 

(2) Biaya non akademik dapat dibayarkan sesuai dengan 

kebutuhan;  

(3) Biaya yang tidak termasuk dalam ayat (1) diatur dengan Surat 

Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang; 

(4) Biaya pendidikan yang tidak dibayarkan sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

 
Pasal 8 

Tata Cara Pembayaran 

 
Tata cara pembayaran biaya pendidikan yang maksud pada pasal 
7 dibayarkan sesuai dengan Ketetapan Direktur Poltektrans SDP 
Palembang. 

 

 

 



 

BAB IV  

PROGRAM STUDI 

Pasal 9 

Program Studi yang Diselenggarakan 

 
(1) Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltektrans 

SDP Palembang adalah program pendidikan Diploma IV dan 

Diploma III yang meliputi beberapa Program Studi sebagai 

berikut : 

a. Program Studi Diploma IV yang tediri dari : 

1) Program Studi Diploma IV Transportasi Darat 

2) Program Studi Diploma IV Bisnis dan Logistik Maritim 

b. Program studi Diploma III yang terdiri dari : 

1) Program Studi Diploma III Studi Nautika; 

2) Program studi Diploma III Permesinan Kapal; 

3) Program studi Diploma III Manajemen Transportasi 

Perairan Daratan. 

(2) Sebutan Taruna pada program studi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) point a adalah : 

a) Taruna Dewasa adalah Taruna yang berada di jenjang 

Tingkat IV (empat) pada semester VII (tujuh) dan VIII 

(delapan) 

b) Taruna Madya adalah Taruna yang berada di jenjang 

Tingkat III (tiga) pada semester V (lima) dan VI (enam)  

c) Taruna Remaja adalah Taruna yang berada di jenjang 

Tingkat II (dua) pada semester III (Tiga) dan IV (empat) 

d) Taruna Muda adalah Taruna yang berada di jenjang 

Tingkat I (satu) pada semester I (satu) dan semester II (dua)  

e) Tunas Taruna adalah Taruna yang berada pada masa 

dasar pembentukan karakter dan masa pembentukan 

karakter di jenjang Tingkat I (satu) pada semester I (satu) 

(3) Sebutan Taruna pada program studi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) point b adalah : 



 

a) Taruna Dewasa adalah Taruna yang berada di jenjang 

Tingkat III (tiga) pada semester V (lima) dan VI (enam) 

b) Taruna Madya adalah Taruna yang berada di jenjang 

Tingkat III (tiga) pada semester III (Tiga) dan IV (empat) 

c) Taruna Muda adalah Taruna yang berada di jenjang 

Tingkat I (satu) pada semester I (satu) dan semester II (dua)  

f) Tunas Taruna adalah Taruna yang berada pada masa 

dasar pembentukan karakter dan masa pembentukan 

karakter di jenjang Tingkat I (satu) pada semester I (satu) 

(4) Seluruh Program Studi pada ayat (1) secara berkala 

melakukan pelaporan berkaitan dengan kegiatan akademik 

dan pengasuhan kepada Direktur Poltektrans SDP 

Palembang. 

Pasal 10  

Beban Studi 

 

(1) Beban studi terdiri atas beban studi setiap semester dan 

beban studi kumulatif; 

(2) Beban studi setiap semester sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), merupakan jumlah SKS yang ditempuh Taruna pada 

satu semester; 

(3) Beban studi kumulatif sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan jumlah SKS minimal yang harus ditempuh 

Taruna untuk menyelesaikan suatu program studi; 

(4) Besarnya beban studi kumulatif Program Studi Diploma 

empat bisnis dan logistik maritim, paling sedikit 144 (seratus 

empat puluh empat) SKS, dan ditempuh paling lama 6 (enam) 

tahun, beban studi kumulatif Program studi diploma empat 

transportasi darat, paling sedikit 149 (seratus empat puluh 

Sembilan) SKS dan ditempuh paling lama 6 (enam) tahun; 

(5) Besarnya beban studi kumulatif Program Diploma Tiga, 

paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS, dan ditempuh 

paling lama 5 (lima) tahun; 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan masing-masing 

Program Studi diatur oleh Surat Keputusan Direktur dengan 

mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang pendidikan tinggi. 



 

Pasal 11 

Masa Studi 

 

(1) Masa studi untuk Diploma IV ditempuh selama sekurang-

kurangnya 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua 

belas) semester, termasuk 1 (satu) kali masa cuti akademik 

atau skorsing dan 1 (satu) kali mengulang selama masa 

pendidikan;  

(2) Masa studi untuk Diploma III ditempuh selama sekurang-

kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 

(sepuluh) semester, termasuk 1 (satu) kali masa cuti 

akademik atau skorsing dan 1 (satu) kali mengulang selama 

masa pendidikan;  

(3) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

diselengggarakan dengan sistem paket, dimana 1 (satu) tahun 

akademik terdiri dari 2 (dua) semester yang masing-masing 

semester terdiri dari sekurang-kurangnya 16 (enam belas) 

kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester; 

(4) Pada Semester tertentu dilakukan kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL), Praktek Laut (Prala)  dan magang diluar jam 

tatap muka; 

(5) Kegiatan pembelajaran teridri dari teori dan praktek sesuai 

dengan kurikulum: 

(6) Jumlah Taruna perkelompok praktek/praktikum berjumlah 

4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang; 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan persyaratan 

masing- masing masa studi, program kerja sama, pindahan, 

rekognisi pembelajaran lampau (RPL), program di luar 

domisili, program pendidikan jarak jauh (PJJ) diatur oleh 

Surat Keputusan Direktur dengan mengacu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang 



 

pendidikan tinggi. 

Pasal 12 

Semester Antara 

 

(1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan 

perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara; 

(2) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan: 

a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 

b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;  

c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

(3) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk 

perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali 

termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir 

semester antara. 

BAB V 

PROSES PEMBELAJARAN 
Pasal 13 

Kegiatan Pembelajaran  

 
Program studi melaksanakan proses pembelajaran secara 

sistematis, terstruktur dan terukur dengan berbagai mata kuliah 

dan beban belajar melalui : 

(1) Kurikulum yang terdiri dari : 

a. Kurikulum inti, yaitu Kurikulum yang ditetapkan oleh 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan; 

b. Kurikulum Petunjuk Operasional, yaitu Kurikulum yang 

menjadi ciri khas Poltektrans SDP Palembang dengan 

ditetapkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan.  

(2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

(3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 



 

 

Pasal 14 

Metode Pembelajaran 

 
(1) Metode Pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai 

kompetensi tertentu sesuai dengan karakteristik mata kuliah 

sebagai rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran yang 

terdiri dari : 

a. Perkuliahan teori terdiri dari Diskusi Kelompok, Seminar, 

Studi Kasus dan Belajar Mandiri; 

b. Perkuliahan Praktikum terdiri dari Simulasi, 

Laboratorium dan Praktek Bengkel; 

c. Praktek Lapangan terdiri dari Praktek laut, Praktek Kerja 

Lapangan, Praktek Kerja Industri dan Magang Kerja. 

(2) Dalam hal metode pembelajaran dapat dilakukan dengan 

skema  Learning Management System (LMS)  

(3) Pelaksanaan praktek kerja industri yang dimaksud pada ayat 

(1) point c untuk Program Studi Diploma IV dilaksanakan 

pada semester VIII (delapan). 

(4) Pelaksanaan praktek lapangan yang dimaksud pada ayat (1) 

poin (c) berlaku untuk taruna : 

a. sebelum tahun akademik mulai 2021/2022 dilaksanakan 

pada semester 5 (lima) dan semester 6 (enam); 

b. mulai tahun akademik 2021/2022 dilaksanakan pada 

semester 4 (empat) dan 5 (lima). 

(5) Pelaksanaan praktek lapangan yang dimaksud pada ayat (2) 

melengkapi persyaratan sebagai berikut : 

a. Praktek Laut untuk Pogram Studi Diploma III Studi 

Nautika dan Diploma III Permesinan Kapal dapat 

dilaksanakan, dengan melengkapi persyaratan sebagai 

berikut:  

(a) Lulus semua mata kuliah 

(b) Proposal Judul KKW yang telah disetujui 

(c) Tidak sedang dalam masa Skorsing 



 

(d) Skor minimal Toefl 350 bersertifikat  

(e) Surat Keterangan Kesehatan 

(f) Surat Ijin Berlayar  

(g) SKL Pra (Surat Keterangan Lulus Pra Prala) 

(h) Surat Pengantar Prala  

(i) Buku Pelaut  

(j) Memiliki Sertifikat Keterampilan pelaut yang telah 

ditentukan   

(k) Buku saku Prala 

(l) Cadet Record Book 

(m) Telah mengikuti kegiatan pembekalan Prala 

(n) Clearance sheet 

b. Praktek Kerja Lapangan dan Magang untuk Program 

Studi Diploma IV  dapat dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(a) Lulus semua mata kuliah 

(b) Proposal Judul Skripsi yang telah disetujui 

(c) Tidak sedang dalam masa Skorsing 

(d) Skor minimal Toefl 450 bersertifikat  

(e) Surat Pengantar  

(f) Jurnal PKL dan Magang  

(g) Pedoman PKL dan Magang 

(h) Clearance sheet  

c. Praktek Kerja Lapangan dan Magang untuk Program 

Studi Diploma III MTPD dapat dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(i) Lulus semua mata kuliah 

(j) Proposal Judul KKW yang telah disetujui 



 

(k) Tidak sedang dalam masa Skorsing 

(l) Skor minimal Toefl 350 bersertifikat  

(m) Surat Pengantar  

(n) Jurnal PKL dan Magang  

(o) Pedoman PKL dan Magang 

(p) Clearance sheet  

(6) Beban belajar perkuliahan teori 1 (satu) SKS terdiri dari : 

a. Tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester; 

b. Penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester; 

c. Mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

(7) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran 

berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 
a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu 

per semester; dan  

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

(8) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran 
berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 

lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau 
pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, 
magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada 

Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

(9) Dalam hal Pasca Praktek Laut Taruna yang akan mengikuti 

pembelajaran: 

a. sebelum tahun akademik mulai 2021/2022 dilaksanakan 

pada semester 5 (lima) dan semester 6 (enam); 

b. mulai tahun akademik 2021/2022 dilaksanakan pada 

semester 4 (empat) dan 5 (lima). 

(10) harus memenuhi persyaratan, yaitu untuk Program studi 

Studi Nautika dan Permesinan Kapal telah melaksanakan 



 

praktek berlayar sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan 

dibuktikan dengan surat keterangan masa layar dari instansi 

yang berwenang. 

Pasal 15 

Bimbingan Akademik Taruna 

 

(1) Bimbingan akademik taruna merupakan kegiatan bimbingan 

yang diberikan oleh dosen yang telah ditunjuk sebagai 

pembimbing akademik selama masa pembimbingan 

(2) Bimbingan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan: 

a. Pemantauan terhadap kemajuan  studi Taruna agar dapat  

menyelesaikan masa studi sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan 

b. Bimbingan terhadap Kegiatan Praktek Lapangan  

c. Bimbingan terhadap Penyusunan Laporan Praktek 

Lapangan 

d. Bimbingan terhadap Penyusunan Tugas Akhir 

(3) Pembimbing tugas akhir terdiri dari 2 (dua) dosen 

pembimbing akademik dan pembimbing penulisan naskah 

(4) Bimbingan praktek lapangan diberikan oleh dosen kepada 

taruna minimum sebanyak 3 (tiga) kali 

(5) Bimbingan Praktek laut diberikan oleh dosen kepada Taruna 

minimum sebanyak 6 (enam) kali 

(6) Bimbingan tugas akhir dilakukan oleh 2 (dua) orang dosen 

dengan minimum 8 (delapan) kali pertemuan untuk Dosen 

Pembimbing pertama dan untuk Dosen Pembimbing kedua 

minimum 5 (lima) kali pertemuan 

(7) Hasil bimbingan akademik dilaporkan oleh pembimbing 

akademik kepada direktur secara berkala 

Pasal 16 

Tugas Akhir 

(1) Tugas Akhir dilaksanakan di akhir masa studi berupa Karya 

Ilmiah. 



 

(2) Persyaratan untuk mengikuti Seminar Karya Ilmiah : 

a. Telah memenuhi batas tolok ukur keberhasilan taruna 

tiap semester; 

b. Telah memenuhi batas tolok ukur ujian tulis / praktek 

pada akhir program studi; 

c. Telah menyelesaikan evaluasi praktek lapangan; 

d. Memiliki nilai kondite dan samapta minimal 3,00 (tiga 

koma nol nol) yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala 

pusat pengembangan karakter; 

e. Tidak sedang dalam proses hukuman disiplin dan atau 

menjalankan hukuman disiplin berat. 

(3) Tugas Akhir yang dinyatakan lulus dengan perbaikan dalam 

seminar karya ilmiah dapat dilakukan perbaikan dan 

diajukan kembali kepada masing - masing penguji. 

(4) Tugas akhir yang dinyatakan tidak lulus karena data tidak 

valid atau palsu harus membuat tugas akhir kembali dengan 

mempertimbangkan masa studinya. 

 
BAB VI 

PENILAIAN HASIL BELAJAR TARUNA 

 
Pasal 17 

Penilaian Pembelajaran 

 

(1) Prestasi akademik Taruna ditentukan berdasarkan hasil 

penilaian secara terus menerus terhadap materi perkuliahan 

yang di nilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan 

praktik; 

(2) Penilaian yang dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil 

penilaian yang terdiri dari : 

a. Ujian Tertulis; 

b. Ujian Praktikum; 

c. Ujian training Record Book ; 

d. Evaluasi Praktek Lapangan ; 

e. Evaluasi Praktek Laut; 

f. Tugas Akhir; 

g. Evaluasi Keberhasilan Pengasuhan. 

(3) Ujian tertulis dapat diikuti oleh Taruna dengan ketentuan 



 

Kehadiran Taruna sekurang-kurangnya 80% dalm satu 

semester; 

(4) Apabila persentase kehadiran kurang dari 80% sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), maka Taruna tidak dapat mengikuti 

ujian; 

(5) Untuk ketentuan yang lain akan diputuskan melalui sidang 

dewan senat. 

Pasal 18 

Mekanisme Penilaian 

 

(1) Keberhasilan taruna dalam menempuh pendidikan melalui 

penilaian pembelajaran dilakukan dengan mekanisme Ujian 

Tertulis dan Ujian Praktikum dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan taruna dalam menguasai materi perkuliahan 

yang telah diajarkan dan diselenggarakan melalui Ujian 

Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 

(2) Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester yang 

dimaksud ayat (1), pelaksanaan ujian tengah semester 

dilaksanakan pada pertengahan semester yang sedang 

berjalan atau setelah dilaksanakan pertemuan selama 7 

minggu perkuliahan semester sedangkan untuk Ujian Akhir 

Semester dilaksanakan setiap akhir semester pada akhir 

perkuliahan.  

(3) Evaluasi Praktek Lapangan dilaksanakan setelah Taruna 

melaksanakan praktek lapangan dan membuat laporan 

praktek lapangan; 

(4) Laporan Praktek Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) untuk Taruna Diploma III Program Studi Nautika dan 

Permesinan Kapal, berupa Cadet Record Book, laporan rutin 
setiap bulan dan kertas kerja prala sedangkan untuk Taruna 

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Darat berupa 

Laporan Praktek Lapangan; 

(5) Laporan Praktek Lapangan yang dimaksud pada ayat (4) akan 

diperiksa dan diuji oleh tim pemeriksa dan tim penguji.  

(6) Ujian Skripsi dan Kertas Kerja Wajib (KKW)  dilaksanakan 

setelah Taruna menyelesaikan praktek lapangan  

(7) Evaluasi Keberhasilan Pengasuhan yang dimaksud pada 

pasal 17 ayat (2) huruf g, dilakukan dengan penetapan nilai 



 

kondite dan evaluasi kesamaptaan. 

(8) Penetapan nilai kondite (NK) yang dimaksud ayat (7) 

dilakukan dengan menilai kepribadian dan kedisiplinan 
taruna selama melaksanakan kegiatan setiap semester. Nilai 

Kepribadian dan Kedisiplinan setiap Semester didapat dari 
prestasi dan pelanggaran yang dilakukan. Penetapan Nilai 

Kondite (NK) dan evaluasi kesamaptaan diatur lebih lanjut 

dalam peraturan Direktur; 

(9) Evaluasi Kesamaptaan yang dimaksud ayat (7) dengan cara  

menilai ujian kesamaptaan pada semester yang sedang 

berjalan. 

Pada setiap akhir semester Taruna diberi laporan hasil 

pendidikan yang dituangkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS). 

Pasal 19 

Pelaksanaan Penilaian 

 

(1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kompetensi 

belajar taruna, dilakukan penilaian secara berkala dalam 

bentuk pengamatan kehadiran oleh Dosen yang 

bersangkutan, tugas terstruktur, ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester serta penilaian kegiatan praktikum; 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah 

berupa indeks prestasi dari program studi yang dilakukan 

setiap semester secara komulatif dalam rentang nilai 0,00 

sampai dengan 4,00  

(3) Penilaian hasil belajar dapat dinyatakan dengan nilai huruf 

yang didapat dari konversi nilai angka sebagai berikut: 

No 
Puluhan  
(0-100) 

Nilai Satuan 
Huruf 

Bobot Predikat 

1 >80,00-100,00 A 4,00 Sangat Baik 

2 >75,00-80,00 AB 3,50 Lebih Dari Baik 

3 >69,00-75,00 B 3,00 Baik 

4 
>60,00-69,00 

BC 2,50 
Lebih Dari 

Cukup 

5 >55,00-60,00 C 2,00 Cukup 

6 >44,00-55,00 D 1,00 Kurang 

7 00,00-44,00 E 0,00 Sangat Kurang 

 

 



 

 

Pasal 20 

Bobot Penilaian Akademik 

 
(1) Nilai bobot yang digunakan sebagai ukuran penilaian untuk 

evaluasi semester adalah perpaduan hasil Ujian Praktek, 

tugas mandiri, nilai ujian tengah semester (formatif) dan ujian 

akhir semester (sumatif). 

(2) Bobot nilai mata kuliah teori dan praktikum :  

Mata kuliah dengan praktek penilaian sebesar 50% dengan 

komposisi : 

a. Nilai Tugas (NT) 10% 

b. Nilai Ujian Tengah Semester (NUTS) 20% 

c. Nilai praktek (NP) 20 % 

(3) Bobot nilai ujian formatif untuk Mata kuliah tanpa praktek 

penilaian sebesar 40% dengan komposisi : 

a. Nilai Tugas (NT) 10% 

b. Nilai Ujian Tengah Semester (NUTS) 30% 

(4) Bobot nilai ujian akhir  semester (NUAS) mata kuliah dengan 

praktek sebesar 50% dan mata kuliah tanpa praktek sebesar 

60%. 

 

Pasal 21 

Penentuan Nilai Akhir Akademik 

 

(5) NiIai akhir semester (NAS): 

Mata kuliah dengan praktikum dihitung sebagai berikut : 

NAS = {(10% x NT) + (20% x NUTS) + (20% x NP)} + {(50% x 
NUAS)} 

 

Mata kuliah tanpa praktikum dihitung sebagai berikut: 

NAS = {(10% x NT) + (30% x NUTS)} + {(60% x NUAS))} 

 
Keterangan : 

NT = Nilai Tugas Mandiri 

NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester 

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester 

NP = Nilai Praktek 
 
 
 
 



 

 

Pasal 22 

Tolok Ukur Keberhasilan 

 
(1) Syarat kelulusan program Pendidikan ditetapkan atas 

pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) minimum. IPK minimum ditetapkan 

sebesar 3,00 (tiga koma nol nol) dengan indeks prestasi hasil 

ujian lisan tugas akhir minimum 3,00 (tiga koma nol nol) 

(2) Tolok ukur keberhasilan belajar terdiri atas tolok ukur 

keberhasilan evaluasi semester dan akhir program studi. 

a) Semester  

Tolok ukur keberhasilan evaluasi semester dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Nilai akhir semester setiap mata kuliah minimal B atau 

3,00 (tiga koma nol nol); 

(2) Indeks Prestasi Semester minimal 3,00 (tiga koma nol 

nol); 

(3) Nilai Kondite minimal 3,00 (tiga koma nol nol); 

(4) Nilai kesamaptaan minimal 3,00 (tiga koma nol nol). 

b) Akhir Program Studi 

Tolok Ukur Keberhasilan Ujian Akhir program studi 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Nilai Akhir semester setiap mata kuliah minimal B 

atau 3,00 (tiga koma nol nol) 

(2) Indeks prestasi ujian tulis minimal 3,00 (tiga koma nol 

nol) 

(3) Indeks prestasi ujian praktek minimal 3,00 (tiga koma 

nol nol) 

(4) Nilai ujian Kertas Kerja Wajib atau Skripsi minimal 

3,00 (tiga koma nol nol). 

 

 

 

 

 



 

 
Pasal 23 

Yudisium Akhir Semester 

 

(1) Yudisium akhir semester adalah penilaian akhir setiap 
semester secara menyeluruh atas dasar pencapaian indeks 

prestasi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan yang 
dipadukan dengan penilaian terhadap Kondite Taruna dan 

kesamaptaan yang digunakan sebagai dasar penentuan 
terhadap kelulusan semester. Kegunaan yudisium adalah 
untuk memutuskan dan menetapkan bahwa taruna 

memenuhi atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat 
mengikuti semester berikutnya. 

 

(2) Hasil yudisium dituangkan dalam berita acara dengan 
keputusan sebagai berikut: 

a) Lulus  

(1) Taruna dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria 
yang disyaratkan pada batas tolok ukur keberhasilan 

studi taruna tiap semester. 

(2) Dapat melanjutkan perkuliahan semester berikutnya. 

b) Tidak Lulus  

(1) Taruna dinyatakan tidak lulus apabila: 

• Memiliki indeks prestasi kurang dari 3,00 (tiga koma 

nol nol) 

• Memiliki indeks prestasi lebih besar atau sama 
dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan memiliki nilai 
akhir semester setiap mata kuliah kurang dari 3,00 

(tiga koma nol nol) atau B 

• Memiliki indeks prestasi lebih besar atau sama 
dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan/atau memiliki 

nilai kesamaptaan dan/atau dan nilai Kondite 

kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) 

(2) Bagi Taruna yang dinyatakan tidak lulus kondite dan 
kesamaptaan, dapat melanjutkan perkuliahan 
semester berikutnya dengan syarat harus mengikuti 

ujian perbaikan nilai kondite dan/atau kesamaptaan. 

(3) Batas waktu ujian perbaikan kondite dan kesemaptaan 

adalah maksimal sebelum pelaksanaan pelatikan 

kenaikan tingkat. 



 

(4) Apabila setelah dilakukan ujian perbaikan nilai,  Indeks 
Prestasi belum memenuhi syarat sampai waktu yang 

telah ditentukan maka taruna yang bersangkutan 
harus mengulang semester yang sama pada tahun 

akademik berikutnya hingga memenuhi persyaratan 

kelulusan akhir semester; 

c) Taruna diberikan kesempatan untuk mengulang  
perbaikan nilai mata kuliah dan/atau nilai kesamaptaan  
dan/atau pembinaan kedisiplinan maksimal 1 (satu) kali 

setiap semester. 

(3) Nilai mata kuliah kurang dari B (3,00) wajib melaksanakan 

ujian perbaikan nilai dengan nilai maksimal B (3,00) 

(4) Untuk taruna yang mendapat nilai mata kuliah B (3,00) 

bermaksud untuk memperbaiki nilai dapat melaksanakan 
Ujian ulang perbaikan nilai mata kuliah maksimal A (4,00) 

dengan biaya dibebankan kepada taruna;  

(5) Ujian Ulang dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali, kecuali 
menurut pertimbangan Dosen dan hasil rapat yudisium perlu 

dilakukan ujian ulang tambahan. 

(6) Nilai Ujian Ulang yang digunakan adalah Nilai tertinggi. 

(7) Pada setiap pelaksanaan yudisium semester ganjil 

dilaksanakan upacara pelantikan kenaikan tingkat. 

(8) Taruna yang belum dinyatakan lulus tidak berhak mengikuti 

pelantikan kenaikan tingkat 

Pasal 24 

Perbaikan Nilai Semester 

 

(1) Perbaikan nilai sebelum evaluasi semester dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Taruna dengan nilai mata kuliah kurang dari 3,00  (tiga 

koma nol nol) wajib mengikuti ujian ulang sebanyak 1 

(satu) kali; 

b. Taruna dengan Nilai kondite kurang dari 3,00 (tiga koma 

nol nol) wajib mengikuti proses pembinaan sebelum 

semester berikutnya dimulai; 

c. Taruna dengan nilai kesamaptaan kurang dari 3,00 (tiga 

koma nol nol) wajib mengikuti perbaikan nilai dengan 

ujian ulang sebanyak 1 (satu) kali; 



 

d. Ujian ulang diberikan untuk memperbaiki nilai ujian yang 

dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis/tugas  

dan/atau praktik dengan nilai ujian ulang maksimum 

3,00 (tiga koma nol) atau B, sedangkan ujian ulang 

kesamaptaaan dengan nilai kesamaptaan ujian ulang 

maksimum 3,00 (tiga koma nol nol); 

(2) Taruna dapat mengikuti ujian susulan akademik (Ujian 

Tengah Semester dan/atau Ujian Akhir Semester) dan 

kesamaptaan pada semester berjalan apabila yang 

bersangkutan berhalangan mengikuti ujian utama dengan 

alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 25 

Yudisium Akhir Program Studi 

 
(1) Yudisium akhir program studi adalah penilaian akhir 

program studi secara menyeluruh atas dasar pencapaian 

indeks prestasi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan 

yang dipadukan dengan penilaian terhadap kondite taruna 

dan kesamaptaan yang digunakan sebagai dasar penentuan 

terhadap kelulusan dan predikat kelulusan pada akhir 

program studi. 

(2) Kegiatan yudisium dilaksanakan melalui rapat senat 

tertutup penentuan keberhasilan taruna yang dipimpin oleh 

Ketua Senat atau Sekretaris dengan dihadiri minimal 2/3 

(dua per tiga) dari jumlah anggota senat. 

(3) Hasil evaluasi akhir program studi dituangkan dalam berita 

acara rapat yudisium dan dituangkan dalam keputusan 

Direktur sebagai berikut: 

a) Lulus 

(1) Taruna dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria 

yang disyaratkan pada tolok ukur keberhasilan studi 

taruna akhir program studi dan Lulus Mengikuti Masa 

Dasar Pembentukan Karakter yang dibuktikan dengan 

Sertifikat. 

(2) Taruna yang dinyatakan lulus diberikan Ijazah, 

Transkrip Nilai Akademik, Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI) serta diwisuda. 

 

b) Tidak Lulus 
(1) Taruna dinyatakan tidak lulus apabila tidak 

memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pada pasal 22  



 

(2) Bagi taruna yang dinyatakan tidak lulus, tidak dapat 
melanjutkan perkuliahan dan diberhentikan dari 

status ketarunaannya serta dikembalikan kepada 
orang tua / walinya / institusinya yang ditetapkan oleh 

Keputusan Direktur. 

Pasal 26 

Peringkat Akhir Studi 

 

Penentuan Peringkat Akhir Program Studi (PAPS) ditetapkan 

dengan pertimbangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)i, Nilai 

Kedisiplinan (kondite) Kumulatif (NK)i dan Nilai Kesamaptaan 

Kumulatif (NS) dengan bobot antara (IPK)i, (NK)i dan (NS) 

adalah: 70:20:10 sehingga peringkat akhir program studi (PAPS) 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

𝑃𝐴𝑃𝑆 = {0,7(∑
(𝐼𝑃𝐾)𝑖
𝑁

)} + {0,2(∑
(𝑁𝐾)𝑖
𝑁

)} + {0,1 (∑
(𝑁𝑆)𝑖
𝑁

)} 

 
 

Pasal 27 

Predikat Kelulusan 

(1) Predikat kelulusan ditentukan dari indeks prestasi 
kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan 

pogram studi yang dinyatakan dalam transkrip akademik 
yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu : 

 

 

(2) Bagi taruna yang memiliki prestasi akademik diberikan 
penghargaan. 

 

 

 

 

 

 

No IPK Predikat 

1 3,51-4,00 PUJIAN 

2 3,01-3,50 SANGAT MEMUASKAN 

3 3,00 MEMUASKAN 



 

BAB VII 
PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA  

 
Pasal 28 

Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik) 

 

(1) Taruna dapat mengajukan Cuti Akademik dan atau 

dicutikan untuk sementara karena halangan yang tidak 

dapat dihindarkan dan dapat menyebabkan tidak bisa 

mengikuti perkuliahan lebih dari 3 minggu, antara lain : 

a) Mengalami kecelakaan, dengan melampirkan surat 

keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang 

dapat dipertanggungjawabkan; 

b) Sakit lebih dari 3 minggu secara kumulatif dalam satu 

semester dengan menunjukkan surat keterangan dari 

rumah sakit; 

c) Faktor Ekonomi yang dibuktikan dengan surat 

keterangan tidak mampu dari kecamatan domisili orang 

tua; 

d) Faktor bencana alam dan/atau bencana sosial. 

(2) Selama masa studi taruna dapat mengajukan Cuti 

Akademik maksimal 2 (dua) semester dengan tetap 

mempertimbangkan masa studi maksimal; 

(3) Cuti akademik yang diambil tidak melebihi masa belajar 

sebagaimana pada pasal 11. 

 

BAB VIII 

PELANGGARAN 
Pasal 29 

Jenis Pelanggaran 

 

Pelanggaran ada 3 (tiga) jenis, yaitu pelanggaran Akademik, 
Pelanggaran Non Akademik dan Pelanggaran Kedisiplinan 

 
Pasal 30 

Pelanggaran Akademik 

 

Pelanggaran akademik yang dimaksud adalah:  

(1) Percontekan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, 
menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan 



 

informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen 

yang bersangkutan dalam kegiatan akademik. 

(2) Pemalsuan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, atau 
tanpa izin menggantikan atau mengubah/memalsukan 

nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, 
kartu tanda taruna, tugas-tugas, praktikum, keterangan, 

atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik. 

(3) Plagiat yang dilakukan dengan sengaja menggunakan 
kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya 

sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya 

ilmiah yang berlaku. 

(4) Penyuapan yang dilakukan dengan mempengaruhi atau 
mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, 

memberi hadiah atau ancaman dengan maksud 

mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya. 

(5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan 

akademik, menggantikan dan/atau menyuruh orang lain 
untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan 

untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam 
kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau 

kehendak sendiri. 

(6) Membantu atau mencoba membantu pelanggaran 
akademik, menyediakan sarana atau prasarana yang dapat 

menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan 

dalam kegiatan akademik. 

(7) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, 

ketertiban umum dan kesusilaan. 

(8) Persekongkolan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama 
atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan 
perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran akademik. 

Pasal 31 

Pelanggaran Non Akademik 
 

Pelanggaran Non akademik adalah pelanggaran yang dilakukan 
oleh taruna dalam hal keterlambatan pembayaran Biaya 
Pendidikan yang ditetapkan oleh Poltektrans SDP Palembang. 

 
 

 



 

Pasal 32 
Pelanggaran Kedisiplinan  

 
Pelanggaran Kedisiplinan adalah pelanggaran yang dilakukan 

Taruna dalam hal aturan kedisiplinan yang telah diatur dalam 
Peraturan Tertib Taruna Poltektrans SDP Palembang. 

 
Pasal 33 
Sanksi 

 
(1) Sanksi terhadap pelanggaran akademik : 

a) Peringatan keras secara lisan maupun tertulis 

b) Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan 

akademik yang bersangkutan dan/atau pernyataan tidak 
lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang 

bersangkutan 

c) Skorsing (dicabut status ketarunaannya untuk 

sementara) dari Poltektrans SDP Palembang. 

d) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status 
ketarunaannya secara permanen) dari Poltektrans SDP 

Palembang. 

e) Pencabutan ijazah dan gelar akademik yang telah 

ditetapkan. 

(2) Sanksi terhadap pelanggaran Non Akademik diatur dalam 

Peraturan Tertib Taruna Poltektrans SDP Palembang; 

(3) Sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan telah diatur 
dalam Peraturan Tertib Taruna Politeknik Transportasi 

Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang. 

 
BAB IX 

PENGHARGAAN TARUNA 
                                  Pasal 34 

Penghargaan Kepada Taruna 
 

(1) Penghargaan diberikan kepada taruna berprestasi di setiap 

Program Studi pada setiap tahun akademik.  

(2) Taruna berprestasi adalah taruna yang meraih Indeks 

Prestasi (IP) tertinggi di Program Studi pada tiap kelas dan 
angkatan pada setiap tahun akademik dan berkelakuan 

baik. 



 

(3) Penghargaan juga dapat diberikan kepada taruna yang 
meraih prestasi dalam bidang kokurikuler dan 

ekstrakurikuler minimal pada tingkat Kota/Kabupaten. 

   Pasal 35 

Bentuk Penghargaan Kepada Taruna 

 

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Poltektrans SDP 

Palembang kepada Taruna berupa: 

a) Piagam Penghargaan, Plakat, Vandel atau bentuk cendera 

mata lainnya. 

b) Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan 

dalam pembayaran 

c) Mengikutsertakan taruna dalam kegiatan sosial sebagai 

peserta kehormatan baik di tingkat Poltektrans SDP 

Palembang, Kegiatan Nasional maupun kegiatan 

Internasional lainnya. 

d) Bentuk lain yang diatur oleh Keputusan Direktur 

Pasal 36 

      Beasiswa 

 
(1) Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang 

diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk 

digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang 

ditempuh; 

(2) Beasiswa bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan 

belajar di Poltektrans SDP Palembang. 

b. Meningkatkan prestasi dan motivasi Taruna, baik pada 

Bidang Akademik/Kurikuler, Kokurikuler maupun 

Ekstrakurikuler. 

(3) Sasaran Beasiswa: 

a. Taruna berprestasi (baik pada bidang 

Akademik/Kurikuler, Kokurikuler maupun 

Ekstrakurikuler). 

b. Taruna dengan kondisi ekonomi keluarga terdampak 

(force majeure) 



 

(4) Ketentuan Beasiswa: 

a. Taruna Calon Penerima Beasiswa adalah Taruna yang 

melaksanakan pendidikan pada Poltektrans SDP 

Palembang. 

b. Taruna  Calon Penerima Beasiswa adalah Taruna yang 

masih aktif dalam jenjang pendidikan. 

c. Kuota calon penerima beasiswa ditentukan oleh Direktur 

Poltektrans SDP Palembang. 

d. Besarnya dana yang dialokasikan kepada penerima 

beasiswa disesuaikan dengan DIPA Poltektrans SDP 

Palembang. 

e. Taruna hanya bisa mengajukan dan menerima 1 (satu) 

kriteria beasiswa. 

(5) Persyaratan Beasiswa akan ditentukan melalui surat 

keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang; 

(6) Penetapan Beasiswa: 

a. Taruna sebagai penerima beasiswa ditetapkan 

berdasarkan ketentuan dan Persyaratan yang ditetapkan 

oleh Direktur Poltektrans SDP Palembang melalui Surat 

Keputusan; 

b. Penentuan calon penerima beasiswa diurutkan 

berdasarkan kriteria prioritas sebagai Taruna yang 

mempunyai Indeks Prestasi tertinggi pada peringkat 1 s.d 

3 tertinggi.  

(7) Penentuan Kriteria Calon Penerima Beasiswa yang 

dimaksud pada ayat (6) b yaitu : 

a. Kriteria berdasarkan berprestasi di bidang non akademik 

yaitu di Bidang Kokurikuler/Bidang Ektrakurikuler, 

sebagai berikut: 

• Jenjang tingkat prestasi yaitu kabupaten/kota, 
Provinsi, Nasional, regional/asia/asean dan 

internasional/dunia. 

• Perolehan medali dana tau piala yang didapat seperti 

juara pertama, kedua dan ketiga. 



 

• kategori perorangan dan group/kelompok. 

• kategori ekstrakurikuler dan kokurikuler dibidang 

olahraga, teknologi, KTI (Karya Tulis Ilmiah) 

seni/budaya. 

b. Kriteria berdasarkan berprestasi di bidang organisasi 

yaitu Resimen Taruna dan Dewan Musyawarah Taruna 

(Demustar), sebagai beriku: 

• Bisa diberikan beasiswa 

• Tidak memiliki point kesalahan lebih dari 25 point. 

• Pengurus inti yaitu Danmen, Wadanmen dan Ketua 

Demustar Dan Wakil Demustar 

c. Kriteria khusus yaitu berdasarkan ketidakmampuan 

dalam membiayai pendidikan dan berdasarkan wilayah 

3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan), sebagai berikut: 

• 3T tidak memandang status sosial 

• Surat keterangan domisili 3T dari kecamatan/lurah 

setempat 

d. Kriteria beasiswa keluarga tidak mampu, sebagai 

berikut: 

• Taruna yang orang tua meninggal atau tidak mampu 
melakukan aktifitas normal (cacat permanent) dan 

bencana alam. 

• Kriteria pemberian beasiswa dengan melihat prestasi 

akademik dan non akademik  

(8) Mekanisme pengajuan Bantuan Biaya Pendidikan atau 

Beasiswa: 

a. Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang 

menetapkan kuota masing-masing kriteria. 

b. Setiap Pimpinan Politeknik Transportasi SDP Palembang 

memberikan informasi mengenai kuota tersebut kepada 

Taruna secara terbuka. 

(9) Seleksi Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa: 



 

a. Pimpinan menyeleksi usulan calon penerima beasiswa 

berdasarkan ketentuan, persyaratan dan penetapan 

beasiswa.  

b. Hasil seleksi ditetapkan oleh Direktur Politeknik 

Transportasi SDP Palembang. 

(10) Penyaluran Dana Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa: 

a. Pimpinan menyalurkan dana kepada taruna dengan 

perhitungan setiap bulan dan penyalurannya dapat 

digabungkan beberapa bulan 

b. Penyaluran dana dari politeknik kepada taruna 

disarankan melalui rekening taruna atau 

pembayarannya melalui bank. 

(11) Penghentian Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa: 

Pemberian Beasiswa Bantuan Belajar Taruna (BBT) dan 

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dihentikan 

apabila taruna: 

a. Kenaikan semester. 

b. Telah lulus. 

c. Mengundurkan diri/cuti. 

d. Menerima sanksi akademik. 

e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan. 

f. Memberikan data yang tidak benar. 

g. Meninggal dunia. 

BAB X 

WISUDA DAN PELANTIKAN 

 

  Pasal 37 

Wisuda dan Pelantikan 

 

(1) Poltektrans SDP Palembang dapat menyelenggarakan 

kegiatan upacara akademik berupa wisuda dan pelantikan 

Perwira Remaja Transportasi; 



 

(2) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan dilakukan 

yudisium, wisuda  dan pelantikan bagi Taruna yang telah 

dinyatakan lulus. 

(3) Pelaksanaan wisuda dan pelantikan dapat dilakukan lebih 

dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu, tata cara upacara, 

penggunaan pakaian dan atribut kelengkapan dalam 

pelaksanaan Yudisium, Wisuda, dan Pelantikan Perwira 

Remaja Transportasi diatur oleh Direktur melalui surat 

keputusan Direktur. 

     Pasal 38  

Hak Wisudawan 

 

(1) Wisudawan Program Studi Diploma IV Transportasi Darat 

mendapatkan Ijazah serta gelar akademik Sarjana Terapan 

Transportasi Darat atau disingkat dengan S.Tr.Tra; 

(2) Wisudawan Program Studi Diploma IV Bisnis dan Logistik 

Maritim mendapatkan Ijazah serta gelar akademik Sarjana 

Terapan Bisnis dan Logistik Maritim atau disingkat dengan 

S.Tr.Bns; 

(3) Wisudawan Program Studi Diploma III Studi Nautika 

diberikan Ijazah dan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III serta 

gelar akademik Ahli Madya Transportasi atau disingkat 

dengan A.Md.Tra; 

(4) Wisudawan Program Studi Diploma III Permesinan Kapal 

diberikan Ijazah dan Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III serta 

gelar akademik Ahli Madya Teknik atau disingkat dengan 

A.Md.T; 

(5) Wisudawan Program Studi Diploma III Manajemen 

Transportasi Perairan Darat diberikan Ijazah dan gelar 

akademik Ahli Madya Transportasi atau disingkat dengan 

A.Md.Tra; 

(6) Wisudawan diberikan surat keterangan pendamping ijazah 

dan sertifikat kompetensi. 

 



 

BAB XI 
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT 

PROFESI 
 Pasal 39 

 

(1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis 

mengenai kelulusan Taruna dari suatu pendidikan 

akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu 

Program Pendidikan Tinggi.  

(2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan 

bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas 

prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang 

ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program 

studinya  

(3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti 

tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik 

profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam 

suatu Program Pendidikan Tinggi.  

 

Pasal 40 
 

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, 

berdasarkan prinsip:  

(1) kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat 
Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah 

dipalsukan;  

(2) akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang 
tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan 

Sertifikat Profesi; dan  

(3) legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pasal 41 

 

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus 

sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di 

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

 
 

 



 

Pasal 42 
 

(1) Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan 

Transkrip Akademik dan SKPI.  

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  

a. nomor Ijazah nasional;  

b. logo perguruan tinggi;  

c. nama perguruan tinggi;  

d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi 

dan/atau program studi;  

e. Program Pendidikan Tinggi;  

f. nama program studi;  

g. nama lengkap pemilik Ijazah;  

h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah; 

i. nomor pokok mahasiswa;  

j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi 

mahasiswa warga negara asing;  

k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;  

l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;  

m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;  

n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang 

berwenang menandatangani Ijazah;  

o. stempel perguruan tinggi; dan  

p. foto pemilik Ijazah.  

(3) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a mengikuti Sistem Penomoran Ijazah Nasional 

(PIN);  

(4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi 

dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.  

(5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) merupakan kumpulan data penyelenggaraan 
pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang 

terintegrasi secara nasional.  



 

Pasal 43 
(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 

diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara 

elektronik. 

(2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku sebagai pengesahan.  
 

Pasal 44 
 

Sistem PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan 
sistem verifikasi Ijazah secara elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)  ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan  

Pasal 45 
 

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (1) memuat:  

(1) nomor Transkrip Akademik;  

(2) nomor Ijazah nasional;  

(3) logo perguruan tinggi;  

(4) nama perguruan tinggi;  

(5) Program Pendidikan Tinggi;  

(6) nama program studi;  

(7) nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;  

(8) tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;  

(9) nomor pokok mahasiswa;  

(10) tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti 

suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;  

(11) tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip 

Akademik;  

(12) nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang 

berwenang menandatangani Transkrip Akademik;  

(13) stempel perguruan tinggi; 

(14) daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan 

kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan  

(15) indeks prestasi dan predikat kelulusan.  



 

Pasal 46 
 

(1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 

memuat:  

a. nomor SKPI;  

b. nomor Ijazah nasional;  

c. logo perguruan tinggi;  

d. nama perguruan tinggi;  

e. status akreditasi;  

f. nama program studi;  

g. nama lengkap pemilik SKPI;  

h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;  

i. nomor pokok mahasiswa; 

j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;  

k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;  

l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);  

m. Program Pendidikan Tinggi;  

n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai 

kompetensi lulusan secara naratif;  

o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia;  

p. bahasa pengantar kuliah;  

q. sistem penilaian; dan 

r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.  

(2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat 
informasi tambahan tentang prestasi akademik 

mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang 
kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal. 

 

    Pasal 47 
 

Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa 
Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 



 

    Pasal 48 
(1) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh Direktur dan Wakil 

Direktur bidang akademik Poltektrans SDP Palembang.  

(2) Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan 
oleh Kepala Bagian bidang akademik dan Ketua Program 
Studi 

(3) Selain penandatanganan Ijazah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pelaksana tugas direktur pada perguruan tinggi 
dapat menandatangani Ijazah.  

 
BAB XII 

SERTIFIKAT KOMPETENSI 

 
  Pasal 49 

 
(1) Sertifikat Kompetensi diterbitkan perguruan tinggi bekerja 

sama dengan:  
a. organisasi profesi;  

b. lembaga pelatihan; atau  
c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.  

 
(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan 

sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau 
memiliki prestasi di luar program studinya.  

 
(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat:  

a. nomor Sertifikat Kompetensi;  

b. logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, 

lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;  

c. nama program studi;  

d. nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, 

lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;  

e. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;  

f. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;  

g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;  

h. sistem pengujian; dan  

i. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi 

dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.  



 

(4) Ketentuan mengenai Penerbitan Sertifikat Kompetensi 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidanginya  

 

Pasal 50 

Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
BAB XIII 

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH, TRANSKIP 
AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH 

DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 

 
   Pasal 51 

 
(1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI,  Sertifikat 

Kompetensi dan Sertifikat Profesi rusak, hilang, atau 

musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari 
pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan 

Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik 
Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi 

dan Sertifikat Profesi; 

(2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai 

sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat 

Kompetensi dan Sertifikat Profesi; 

(3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip 
Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip 

Sertifikat Kompetensi dan arsip Sertifikat Profesi di 

Poltektrans SDP Palembang. 

(4) Surat Keterangan Pengganti memuat:  

a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, 

Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi rusak, 
hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan 
pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis 

dari pihak kepolisian; dan  

b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip 

Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat 



 

Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(2), Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 49 ayat (3) 

(5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, 
SKPI, Sertifikat Kompetensi Sertifikat Profesi ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa 
Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

BAB XIV 

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH, TRANSKIP AKADEMIK, 
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT 

KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI DAN/ATAU SURAT 
KETERANGAN PENGGANTI 

 
    Pasal 52 

 
(1) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, 

Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi atau Surat 
Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi 

yang diterbitkan oleh  Poltektrans SDP Palembang 

dan/atau Instansi yang berwenang. 

(2) Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi 

Akademik  

(3) Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat 
tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, 

pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau 

pejabat yang ditunjuk.  

 
 

BAB XVI 
SUASANA AKADEMIK DAN KEGIATAN KO/EKSTRA 

KURIKULER 
 

    Pasal 53 

                                   Pengertian dan Tujuan 

 

(1) Suasana akademik adalah kondisi yang mampu membuat 
proses pembelajaran berjalan sesuai dengan Visi, Misi dan 

tujuan Poltektrans SDP Palembang; 



 

(2) Suasana Akademik yang kondusif tercermin dari proses 

pembelajaran yang berlangsung dalam suasana nyaman; 

(3) Suasana akademik yang dapat meningkatkan kegiatan 

pembelajaran di Kampus Poltektrans SDP Palembang 
diatur dalam bentuk pedoman tersendiri berdasarkan 

Peraturan Direktur. 

    Pasal 54 

 
(1) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan Taruna diluar jam 

pembelajaran yang menyangkut kegiatan bidang 
akademik seperti: kunjungan industri, mengikuti seminar, 
studi banding dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 

substansi pembelajaran; 

(2) Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk pengayaan 

wawasan keilmuan sesuai dengan kurikulum; 

(3) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan Taruna diluar 

jam kuliah yang menyangkut kegiatan bidang penalaran, 
bidang minat bakat dan kegemaran, serta bidang 

kesejahteraan Taruna; 

(4) Kegiatan ekstra kurikuler bertujuan untuk menghasilkan 

alumni yang mandiri dan berkepribadian; 

(5) Tata cara pelaksanaan kegiatan ko/ekstrakurikuler diatur 

tersendiri dalam PeraturanDirektur. 

      Pasal 55  

        Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstra kurikuler 

disediakan oleh Poltektrans SDP Palembang dan 

penggunaannya diatur oleh Pimpinan Poltektrans SDP 

Palembang. 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
  Pasal 56 

 
(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan 

Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang nomor : 

SK.01/3/1/Poltektrans SDP-2019 tentang Pedoman 
Penilaian dan Pelatihan Taruna di Politeknik Transportasi 
Sungai, danau dan Penyeberangan Palembang dinyatakan 

dicabut dan tidak berlaku. 



 

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan 
ditetapkan dengan keputusan Direktur tersendiri, 

sedangkan hal-hal yang sangat prinsip ditetapkan oleh 

direktur setelah mendengar pertimbangan rapat senat. 

(3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  : Palembang Pada 

Tanggal     : 22 November 2021 

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI 

SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN 

PALEMBANG 

 
 
 
 
 

H.IRWAN, SH, M.Pd, M.Mar.E 

NIP. 197206231998031002 
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${ttd_pengirim} 

KATA PENGANTAR 

 
Pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 

Perhubungan berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan beasiswa dan atau 

bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai Danau dan 

Penyeberangan Palembang dengan tujuan memberikan dukungan finansial, memotivasi 

mahasiswa berprestasi, dan mengembangkan potensi diri. Beasiswa diberikan kepada : 

1. Mahasiswa yang orang tuanya miskin dan tidak mampu untuk membiayai 

pendidikannya, yang berasal dari daerah tertinggal, terpencil dan pedalaman; 

2. Mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi baik di bidang akademik maupun di 

bidang non akademik; 

3. Mahasiswa yang orang tuanya mengalami kesulitan finansial akibat daerahnya 

terdampak bencana alam. 

4. Mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau 

terluar; 

 
Agar program bantuan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: 

Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu, maka Politeknik Transportasi Sungai 

Danau dan Penyeberangan Palembang menerbitkan Pedoman Pemberian Beasiswa 

Mahasiswa. 

 
Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola 

penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan pedoman ini 

diharapkan dapat memudahkan bagi para Mahasiswa yang akan mengusulkan dirinya 

sebagai calon penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. 

 
Palembang, 28 April 2025 

Direktur, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., IPM,M.Mar.E 
NIP. 19711221 200212 1 001 
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PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

 
Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara 

tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 

yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat 

berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang 

cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 

berhak mendapatkan beasiswa dan atau biaya pendidikan bagi mereka yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa 

bagi mereka yang berprestasi. 

 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya 

tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap 

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan 

bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam 

Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa 

yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara 

ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. 

dengan cara (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau 

membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib 

dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. 

 
 
 
 
 
 

 
Dijelaskan… 
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Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan beasiswa 

adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa .untuk 

mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan 

utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” 

adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa .untuk 

mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan 

utama keterbatasan kemampuan ekonomi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, 

Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa 

kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. 

Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang 

berprestasi. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan 

Badan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan 

Pada Kementerian Perhubungan Pasal 17 menyebutkan bahwa Terhadap peserta 

didik dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 

Rp 0,00 (nol rupiah) atau beasiswa penuh dari tarif layanan Peserta didik dan/atau 

pengguna layanan 

Peserta didik dan/atau pengguna layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

ini terdiri atas: 

a. Peserta didik dan/atau pengguna layanan teladan; 

b. Peserta didik dan/atau pengguna layanan berprestasi nasional atau internasional; 

c. Peserta didik dan/atau pengguna layanan dari keluarga miskin atau tidak mampu; 

d. Peserta didik dan/atau pengguna layanan terdampak kondisi kahar; 

e. Peserta didik dan/atau pengguna layanan yang berasal dari wilayah Indonesia 

yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; 

f. Peserta didik dan/atau pengguna layanan yang ditetapkan berdasarkan 

kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; 

g. Peserta didik yang sedang melaksanakan cuti; dan/atau 
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Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi 

, Bab II Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bantuan pendidikan dan pelatihan dan 

Beasiswa diberikan kepada masyarakat, dengan pertimbangan : 

a. tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan; 

b. berasal dari wilayah indonesia tertinggal, terpencil atau pedalaman; 

c. daearah pasca bencana, dan 

d. dalam rangka membudayakan dan meningkatkan keselamatan dan keamanan 

transpotasi. 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang 

Transportasi, yang mengubah Pasal 21 disisipkan 2 Pasal yakni pasal 21A ayat (1) 

dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Pelaksanaan pemberian bantuan Diklat dan beasiswa selain sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan untuk kegiatan yaitu: 

a. Pola Pembibitan, dan/atau 

b. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM). 

(2) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembiayaannya 

ditanggung sebagian oleh Kementerian Perhubungan. 

 

 
B. DASAR 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di 

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310); 

 
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 27 April 

2020 Tentang Penetapam Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024; 

 
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 

2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta 

Beasiswa di Bidang Transportasi; 

5. Peraturan … 
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5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara 

Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang 

Transportasi; 

 
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018 

Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan 

Palembang; 

 
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 

Tentang Tarif Layanan Badan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber 

Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan; 

 
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 

2016 tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan 

Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi 

Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; 

 
10. Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 490 

Tahun 2024 Tentang Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 

2020 – 2024; 

 
11. Peraturan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Palembang Nomor : SK.226/POLTEKTRANS SDP – 2021 Tanggal 22 November 

2021 Tentang Peraturan Akademik Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Palembang 

 
C. TUJUAN 

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang. 

2. Meningkatkan prestasi dan motivasi Mahasiswa baik pada bidang 

akademik/kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler serta organisasi 

kemahasiswaan; 

3. Tercipta sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. ; 

4. Sebagai bentuk apresiasi moril dan material bagi Mahasiswa yang berprestasi 

yang mengalami kesulitan ekonomi disaat menjalani masa pendidikan, karena 

mengalami musibah, terdampak bencana atau pandemi dan berasal dari daerah 

tertinggal. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
A. KETENTUAN BEASISWA 

1. Penerima beasiswa adalah Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan; 

2. Penerima beasiswa adalah Mahasiswa yang masih aktif pada tahun ajaran yang 

sedang berjalan; 

3. Mahasiswa hanya bisa mengajukan dan menerima 1 (satu) kriteria Beasiswa. 
 

 
B. JANGKA WAKTU 

Jangka waktu untuk pemberian beasiswa kepada Mahasiswa aktif untuk kurun waktu 

1 (satu) Tahun Anggaran yang disesuaikan dengan rencana strategis dan 

ketersediaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Palembang. 

 
C. KUOTA DAN BESARAN BEASISWA 

Kuota calon penerima beasiswa pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Palembang ditentukan jumlahnya berdasarkan Target IKU Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 

berjalan. Penerima beasiswa dan besarnya beasiswa yang diberikan ditetapkan 

dengan Keputusan Direktur. 
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BAB II 

KETENTUAN KHUSUS 

 
A. PERSYARATAN 

Untuk dapat menjadi calon dan penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan 

Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

 

NO KRITERIA PENERIMA 
BEASISWA 

PERSYARATAN 

1. Berprestasi di Bidang 
Akademik 

a. Berprestasi di bidang Akademik, menduduki 
peringkat I, II dan III pada semester tahun berjalan; 

b. Kartu Hasil Studi (KHS) berdasarkan nilai IPS (jika 
ada nilai IPS yang sama maka mengacu pada nilai 
IPK terakhir) 

2. Berprestasi di Bidang Non 
Akademik 

a. Berprestasi di bidang Non Akademik,tingkat 
Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional dan 
Internasional, bidang seni budaya/olah raga dan 
Organisasi Kemahasiswaan serta prestasi lainnya 
(tidak memiliki point kesalahan lebih dari 25 point); 

b. Sertifikat/piagam/trophi/medali/Surat    Keputusan 
sebagai bukti prestasi. 

3. Keluarga Tidak Mampu a. Berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan 
dengan surat keterangan tidak mampu dari 
Pemerintah Daerah setempat; 

b. Kartu Keluarga; 

c. Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah 
Daerah setempat (Lurah/Camat) 

d. Foto copi Kartu Keluarga 

e. Foto menggunakan Aplikasi Timestamp : Kondisi 
Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta 
tampak anggota keluarga penerima beasiswa) 

f. Foto copi Bukti Pembayaran PDAM bulanan atau 
Rekening Listrik bulanan/token dalam 3 bulan 
terakhir. 

4. Berasal dari Daerah Tertinggal, 
Terdepan dan Terluar 

a. Berdomisili di daerah yang berasal dari dearth 
Terdepan, Terluar dan Tertinggal berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

b. Foto copi Kartu Keluarga. 
c. Surat Keterangan dari pemerintah setempat 

d. Foto menggunakan Aplikasi Timestamp Kondisi 
Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta 
tampak anggota keluarga penerima beasiswa) 

5. Daerah Tempat Tinggal 
Terkena Bencana 

a. Surat Keterangan dari pemerintah setempat 
terdampak bencana; 

b. Bukti foto kondisi tempat tinggal yang terdampak 
bencana menggunakan timestamp. 
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6. Mahasiswa/Peserta Didik 
Dan/Atau Pengguna Layanan 
Tertentu Yang Diberikan Tarif 
Layanan Sampai Dengan 
Rp0,00 (Nol Rupiah) 

a. Mengajukan surat permohonan beasiswa Penuh; 

b. Berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, 
terdepan, dan/atau terluar; 

c. Kartu Keluarga; 
d. Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah 

Daerah setempat (Lurah/Camat) 
e. Foto copi Kartu Keluarga 

f. Foto menggunakan Aplikasi Timestamp : Kondisi 
Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta 
tampak anggota keluarga penerima beasiswa) 

g. Foto copi Bukti Pembayaran PDAM bulanan atau 
Rekening Listrik bulanan/token dalam 3 bulan 
terakhir. 

 
 

 
B. PENETAPAN PENERIMA BEASISWA 

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau 

dan Penyeberangan Palembang dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Mahasiswa .yang memiliki Prestasi Akademik dengan IPK minimal 3.00: 

- Peringkat Pertama Prestasi Akademik dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) 

tinggi pada tahun berjalan; 

- Peringkat Kedua Prestasi Akademik dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) 

tinggi pada tahun berjalan; 

- Peringkat Ketiga Prestasi Akademik dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) 

tinggi pada tahun berjalan. 

Apabila terdapat nilai IPS yang sama maka mengacu pada nilai IPK terakhir. 

2. Mahasiswa .yang berprestasi di bidang non akademik tingkat Kota/Kabupaten, 

Provinsi, nasional dan atau internasional; 

- Juara Pertama (memperoleh medali emas); 

- Juara Kedua (memperoleh medali perak); 

- Juara Ketiga (memperoleh medali perunggu). 

- Juara Favorit; 

- Prestasi Organisasi Kemahasiswaan dan menjabat sebagai Pengurus. 

3. Mahasiswa .yang mengalami kesulitan ekonomi disaat menjalani masa pendidikan 

karena mengalami musibah, terdampak bencana atau pandemi; 

4. Mahasiswa .yang berasal dari daerah Tertinggal. 

5. Mahasiswa yang menerima beasiswa penuh dengan tarif layanan sampai dengan 

Rp 0,00. 

 
BAB III… 
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BAB III 

MEKANISME 

 
A. PERSIAPAN 

1. Penetapan kuota beasiswa masing masing di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); 

2. Rapat pembentukan Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Panyeberangan Palembang; 

3. Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Panyeberangan Palembang 

menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan 

Mahasiswa ; 

4. Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Panyeberangan Palembang 

menetapkan Tim Verifikasi Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan 

Mahasiswa; 

5. Direktur menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Beasiswa dan 

Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa. 

 
B. SELEKSI 

1. Tim Verifikator bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan verifikasi, 

melaksanaan proses pengumpulan berkas dan mengusulkan nama-nama penerima 

beasiswa sesuai kriteria serta verifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan 

kebenaran terhadap Data Mahasiswa penerima beasiswa di Politeknik Transportasi 

Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang ; 

2. Rapat penentuan nama-nama Calon Penerima Beasiswa ; 

3. Penetapan nama-nama Mahasiswa penerima beasiswa oleh Direktur melalui Surat 

Keputusan; 

 
C. PENYALURAN DANA 

1. Dana dialokasikan/realokasi pada DIPA Poltektrans SDP Palembang Tahun Anggaran 

yang sedang berjalan bersumber dari Dana BLU dan Mitra kerjasama; 

2. Secara umum proses pencairan dan atau penyaluran dana harus mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan; 

 
 
 

3. Penyaluran… 
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3. Penyaluran dana dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Palembang kepada Mahasiswa harus dilakukan melalui rekening Mahasiswa atau 

pembayaran melalui transfer bank; 

4. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun; 

5. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada Mahasiswa lain yang memenuhi 

persyaratan melalui keputusan Direktur. Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak 

dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas BLU; 

6. Apabila kuota penerima tidak terpenuhi, maka sisa dana wajib dikembalikan ke Kas 

Negara. 

 
D. PEMBATALAN 

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan apabila 

Mahasiswa : 

1. Telah dinyatakan lulus kuliah; 

2. Meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat 

yang berwenang; 

3. Mengundurkan diri/cuti akademik secara tertulis; 

4. Menerima sanksi akademik secara tertulis dari Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang; 

5. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan; 

6. Memberikan data yang tidak benar; 

6. Terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan. 

7. Terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif 

8. Terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga/donatur lainnya. 
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BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

 
Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan atau ketentuan yang 

ditetapkan, Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang melaksanakan monitoring dan 

evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan 

evaluasi. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip 

edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel. 

 
BAB V 

PELAPORAN 

 
Poltektrans SDP Palembang wajib membuat laporan yang akan dijadikan bahan 

pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya. Laporan terdiri atas laporan program 

dan Laporan (pertanggungjawaban) keuangan. 

 
 
 

A. LAPORAN PROGRAM 

Laporan program beasiswa berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, 

seleksi dan penyaluran beasiswa serta kendala yang didukung data kuantitatif dan atau 

visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data. Pelaporan program berprinsip pada 

3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, & Tepat Waktu): 

1. Tepat Sasaran, artinya Beasiswa telah disalurkan kepada Mahasiswa yang memenuhi 

persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman; 

2. Tepat Jumlah, artinya jumlah Mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah 

ditetapkan atau dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota. Poltektrans SDP 

Palembang dapat menyampaikan usulan tambahan kuota pada tahun berikutnya 

disertai data pendukung sesuai dengan ketersediaan anggaran; 

3. Tepat Waktu, Beasiswa telah dicairkan dan disalurkan kepada Mahasiswa penerima 

serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman. 

 
 
 
 
 
 

Laporan… 
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${ttd_pengirim} 

B. LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran copy buku tabungan, 

bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan 

dalam bentuk hardcopy yang disimpan di Poltektrans SDP Palembang dan siap 

dikirimkan apabila diperlukan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran berjalan. 

 
 
 

Palembang, 28 April 2025 

Direktur, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., IPM,M.Mar.E 
NIP. 19711221 200212 1 001 
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BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

JI. Sabar Jaya No. 116 
Palembang 30763 

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 
BADAN LAYANAN UMUM 

Telp. :(0711) 753 7278 

Mengingat 

:kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id 
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id 
Email 

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN 
PENYEBERANGAN PALEMBANG 

NOMOR: KP-POLTEKTRANS SDP O0 TAHUN 2025 

TENTANG 

ISO g00t2015Certiked 

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA 
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

PERIODE JANUARI 2025 -JANUARI 2026 

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, 
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

Menimbang :a. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme 
Badan Eksekutif Mahasiwa pada Politeknik Transportasi Sungai, 
Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu 
menetapkan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiwa Periode 

Januari 2025 - Januari 2026; 

b. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme 
Badan Eksekutif Mahasiwa pada Politeknik Transportasi Sungai, 
Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu 
menetapkan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiwa Periode 
Januari 2025 - Januari 2026; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang 
perlu untuk mengeluarkan suatu surat keputusan. 

:1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 
Tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
Tentang Standar Nasional Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 
Tentang Pendidikan Kedinasan; 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang; 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 
Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau 
dan Penyeberangan Palembang; 

7. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman 
Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di 
Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan. 
8. Keputusan Direktur.. 

BLU 

Fax. (0711) 753 7263 



PERTAMA 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPOTASI SUNGAI, 
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG 

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA 
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN 

PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE JANUARI 2025 

JANUARI 2026; 

KEDUA 

KETIGA 

8. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan 
Penyeberangan Palembang Nomor: SK.222/Poltektrans SDP PLG 
2021 tentang Peraturan Tata Tertib Taruna Politeknik Transportasi 
Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang 

KEEMPAT 

MEMUTUSKAN 

Mengangkat Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiwa Politeknik 
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang 
Periode Januari 2025 Januari 2026 yang nama-namanya 

tercantum dalam lampiran surat keputusan ini; 

Menetapkan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiwa Politeknik 
Transportasi Sungai, Darnau dan Penyeberangan Palembang 
sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini; 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Ketua dan Anggota Badan 
Eksekutif Mahasiwa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 
Penyeberangan Palembang bertanggungjawab kepada Direktur c.q 
Kepala Pusat Pembangunan Karakter; 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan 
ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Palembang 
Pada tanggal 

Direktur, 

Dr Eko 

:30 Januari 2025 

V NIP97oahoko, M.MM.Mar.E 
2002121 001 
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Lampiran lII Keputusan Direktur Poltektrans SDP 2025 
Nomor KP Poltektrans SDPolOTahun 2025 

Tanggal: 30 Januari 2025 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA 

1. KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) 
a. Membawahi serta memberi instruksi dan pengarahan kepada seluruh 

Kepala Bidang Badan Eksekutif Mahasiswa. 
b. Bekerja sama dengan Wakil Ketua Badan Eksckutif Mahasiswa dalam 

rangka menjalankan program Badan Eksekutif Mahasiswa. 
C. Menyusun program terpadu dengan seluruh unsur Seksi Badan 

Eksekutif Mahasiswa untuk masa tugassatu periode (semester). 
d. Melaksanakan tugas-tugas rutin BEM serta aktifitas-aktifitas 

Mahasiswa, baik ekstrakurikulermaupun kokurikuler. 
e. Dengan koordinasi seluruh seksi, melaporkan Mahasiswa yang 

indisipliner kepada kepala Pusat Pembangunan Karakter (Pusbangkar). 
f. Membina agar staf Seksi Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi 

sebagaimana mestinya serta berwibawadi tengah-tengah Mahasiswa. 
g. Menerima kritik saran yang membangun dari segenap pihak khususnya 

Mahasiswa. 

h. Menyampaikan laporan umum dan terperinci kegiatan-kegiatan aktifitas 
Seksi Badan Eksekutif Mahasiswa selama satu periode sesuai dengan 
hasil-hasil program yang tclah dicapai menjelang akhir masa 

jabatannya. 
i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengasuh, Sekretaris 

Pusbangkar serta Perwira Pusbangkar. 
j. Bertanggung jawab kepada Kepala Pusbangkar serta dibawah 

pengawasan langsung Sekretaris Pusbangkar. 

2. WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) 
a. Membawahi seluruh seksi bidang dan memberikan pengarahan 

mengenai tugas-tugas masing-masing seksi. 
b. Membuat rencana kerja terpadu untuk selama masa jabatan dan 

melaksanakannya dengan konsekuen dan penuh rasa tanggung jawab. 
Bertanggung jawab atas kclancaran tugas masing-masing ketua bidang 
dan turut mengatasi kesuliatan-kesulitan yang dihadapai oleh asisten 

c. Melaporkan hasil-hasil kerja para ketua bidang kepada ketua Badan 
Eksekutif Mahasiswa serta membuat evaluasi untuk pekerjaan 

selanjutnya. 
d. Membuat data-data hasil kerja para ketua bidang sesuai dengan 

program kerja serta membuat bahan evaluasi. 

e. Membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan kepada ketua Badan 
Eksekutif Mahasiswa mengenai target pekerjaan yang telah dan belum 
dicapai sesuai dengan program kerja. 

f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PUSBANGKAR, dan 
ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. 

g. Bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. 



3. SEKRETARIS BEM 
a. Membuat rencana kerja selama satu periode. 

b. Bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas surat menyurat yang 
dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. 

c. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan setiap dokumen inventaris 
Badan Eksekutif Mahasiswa. 

d. Memtbuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan administrasi 
bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif 
Mahasiswa dalam setiap kcgiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. 

e. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembuatan seluruh proposal 
kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. 

f. Melakukan tugas vang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta betanggung jawab kepada 
ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melalui Wakil Badan Eksekutif 
Mahasiswa. 

4. KEPALA BIDANG KEUANGAN 

a. Membuat rencana kerja selama satu periode. 
b. Bertanggung jawab atas keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa. 
c. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan keuangan 

bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif 
Mahasiswa dalam setiap kegiatan BEM. 

d. Mengawasi keuangan organisasi ataupun ekstrakurikuler dibawah BEM. 
e. Bertanggung jawab atas keluar dan masuknya keuangan dari BEM. 

5. BENDAHARA BEM 

a. Bertanggung jawab atas keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa. 
b. Mengawasi keuangan organisasi ataupun ekstrakurikuler dibawah BEM. 
c. Mengatur aliran dana seluruh pengurus BEM. 

d. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta betanggung jawab kepada 
ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melaluli Wakil Badan Eksekutif 

Mahasiswa. 
e. Membantu pelaksanaan tugas dari kepala bidang keuangan. 
f. Bertanggung jawab atas keuangan yang diperoleh dari seksi wirausaha 

6. SEKSI WIRAUSAHA 

a. Mencari informasi peluang kewirausahaan 
b. Mengambil peluang wirausaha dalam kegiatan 
c. Mendesain dan memaparkan produk yang akan dijual BEM 
d. Membuat laporan penjualan dan pembelian barang yang akan 

diniagakan 
e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kewirausahaan 

f. Bertanggung jawab terhadappemeliharaan inventaris BEM 
g. Menyusun program kerja untuk bidang kewirausaan 

7. KEPALA BIDANG KOMINFO 

a. Menyiapkan dan mengontrol tim humas setiap kegiatan/acara di 
Poltektrans SDP Palembang. 

b. Mengadakan pengawasan terhadap Seksi Humas dan Seksi multimedia. 



c. Menghubungkan setiap kegiatan mahasiswa dengan masyarakat melalui 
media sosial dan media cetak. 

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

e. Mengelola akun sosial media Badan Eksekutif Mahasiswa. 
f. Bertanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

8. SEKSI DOKUMENTASI 

a. Mengelola media sosial Badan Eksckutif Mahasiswa 
b. Menggali informasi/ berita yang bermanfaat untuk peningkatan prestasi 

mahasiswa baik internal maupun eksternal kampus. 
komunikasi aktif dengan oraganisasi setingkat 

politeknik/universitas baik diwilayah nasional maupun internasional. 
c. Menjalin 

d. Mempublikasikan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa secara aktif dan 
rutin sehingga dapat mempromosikan kampus Poltektrans SDP 

Palembang. 
e. Mengkordinasikan komponen-komponen pelaksanaan acara/upacara 

kepada personel yang di tunjuk. 

9. SEKSI MULTIMEDIA 

a. Melaksanakan instruksi atau perintah yang telah disetujui oleh Ketua 
Bidang Komunikasi dan Informasi. 

b. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan mahasiswa. 
C. Mensosialisasikan informasi pengumuman mengenai kemahasiswaan 

dan pendidikan di ranah sosial media. 
d. Mengelola kegiatan di bidang desain grafis kegiatan BEM. 
c. Melaporkan Setiap Kegiatan dan Bertanggung Jawab Kepada Ketua 

Bidang Komunikasi dan Informasi. 

10. KEPALA BIDANG KEROHANIAN 

a. Mempersiapkan peringatan hari-hari besar 

keagamaan (hari-hari besar muslim dan kristiani) pada tingkat kegiatan 
mahasiswa. 

penyelenggaraan 

b. Bersama-sama dengan Seksi Agama Islam, Seksi Agama Nasrani dan 
Seksi Agama Hindu membuat jadwal kegiatan mahasiswa dengan 
senantiasa berkonsultasi pada Perwira Aktivitas. 

c. Senantiasa mengadakan pengawasan semua alat-alat ibadah mahasiswa 
(minimal satu kali seminggu). 

d. Memberikan arahan kepada seluruh Taruna agar mempunyai kesadaran 
untuk taat beribadah. 

e. Melaporkan secara langsung kepada perwira aktivitas tentang adanya 
kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan paling lambat satu minggu 
sebelumn tangggal pelaksanaan. 

f. Membuat rencana kerja satu tahun dan melaksanakannya secara 
kosekuen dan penuh rasa tanggungjawab. 

g. Membuat data-data kegiatan aktivitas untuk dijadikan bahan evaluasi 
pada akhir masa jabatan. 

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

i. Bertanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 



11.SEKSI ROHANI ISLAM 

a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Mahasiswa/i menganut agama 
Islam untuk sholat berjamaah. 

b. Memerintahkan Mahasiswa /i bagi yang menganut agama Islam 
menggunakan pakaian shalat lengkap. 

c. Mengkordinasikan kepada Kabid Permakanan dan Kesehatan yang 
diketahui oleh Ketua Bidang Kerohanian yang melaksanakan ibadah 
puasa sunnah. 

d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Islam. 

e. Menjadwalkan petugas remaja masjid secara bergiliran. 
1. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Bidang Kerohanian. 

12.SEKSI ROHANI KRISTEN 
a. Mengingatkan dan mengarahkan 

agama Protestan untuk ibadah. 

g Mengkordinasikan kepada Ketua Bidang Kerohanian yang melaksanakan 
ibadah diluar. 

b. Menggunakan pakaian yang telah ditentukan. 

seluruh Mahasiswa/i penganut 

c. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Nasrani. 
d. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Bidang Kerohanian. 

13. SEKSI ROHANI HINDU 

a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Taruna/i penganut agama 
Hindu untuk ibadah. 

b. Mengkordinasikan Kabid Kerohanian untuk melaksanakan ibadah diluar. 
c. Menggunakan pakaian yang telah ditentukan. 
d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Hindu. 
e. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Bidang Kerohanian. 

14. KEPALA BIDANG AKTIVITAS 

a. Bertanggungjawab atas perencanaan, pengorganisasian,dan pelaksanaan 
acara- acara seni dan budaya. 

b. Menyelenggarakan pertandingan-pertandingan persahabatan dengan kampus-kampus lainnya. 
c. Mempersiapkan atlet mahasiswa untuk bertanding keluar kampus. 

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

e. Bertanggungjawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

15. SEKSI OLAHRAGA 

a. Mempersiapkan atlit-atlit setiap cabang olahraga. 
b. Menjaga sarana prasarana dan fasilitas olah raga bersama mahasiswa. 

c. Melaksanakan evaluasi setiap ektrakulikuler. 
d. Mempersiapkan acara-acara perlombaan baik internal maupun eksternal kampus. 
e. Mengontrol kegiatan ektrakulikuler secara rutin. 

f. Melaporkan setiap kegiatan dan betangggungjawab kepada ketua bidang 



Minat dan Bakat. 

g. Berkoordinasi dengan unit Olahraga dan Seni serta Pusat Pembangunan 
Karakter Poltektrans SDP Palembang dalam mendukung seluruh 
kegiatan mahasiswa di bidang olahraga dalam pengadaan peralatan. 

16. SEKSI KESENIAN 

a. Mempersiapkan kegiatan kesenian. 
b. Menjaga sarana prasarana dan fasilitas kesenian bersama mahasiswa. 

c. Melaksanakan evaluasi setiap ektrakulikuler kesenian. 
d. Menunjuk dan membentuk grup setiap kegiatan kesenian. 
e. Mempersiapkan acara-acara perlombaan baik internal maupun eksternal 

kampus. 
f. Melaporkan setiap kegiatan dan betanggungjawab kepada ketua bidang 

Minat dan Bakat. 

g. Berkewajiban mendukung seluruh mahasiswa/I Poltektrans SDP 
Palembang dalam mengikuti kegiatan perlombaan dalam bidang seni di 
luar Poltektrans SDP Palembang. 

h. Berkoordinasi dengan unit Olahraga dan Seni serta Pusat Pembangunan 
Karakter Poltektrans SDP Palembang dalam mendukung seluruh 
kegiatan taruna di bidang seni dalam pengadaan peralatan. 

17. KEPALA BIDANG LINGKUNGAN DAN LOGISTIK 

a. Membuat rencana kerja satu tahun dan melaksanakannya dengan penuh 
rasa tanggung jawab. 

b. Bertanggung jawab atas pengadaan, pengusulan serta pemeliharaan 
alat-alat inventaris dormitory yang berhubungan dengan kesejahteraan 
mhasiswa sehari-hari di dormitory. 

c. Membuat data-data tentang inventaris yang digunakan oleh mahasiswa 
dan perbaikan perbaikan / usulan-usulan yang dianggap perlu 
(misalnya: perlengkapan/ perbaikan, kelengkapan alat-alat kebersihan 
dormitory, pengadaan air/pompa serta kelengkapan kunci-kunci 
dormitory). 

d. Membuat jurnal harian, memberi laporan terperinci secara periodik. 
e. Membuat laporan pertanggung jawaban umumnya setiap semester 

tentang hasil-hasil tugas yang telah/ belum dicpai sebagai bahan 
evaluasi. 

f. Melaksanakantugas yang disampaikan oleh Ketua Bidang Lingkungan 
dan Logistik. 

g. Mengarahkan / mengontrol personil yang bertugas di dormitory, ruang 
makan, laundry, listrik dan air. 

h. Membuat jadwal petugas kebersihan kepada anggota yang di tunjuk di 
dormitory, ruang makan dan laundry serta petugas listrik dan air. 

i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

j. Betanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

18.SEKSI LOGISTIK 

a. Menginventaris peralatan logistik. 
b. Mencatat peminjaman peralatan yang keluar/ masuk. 
c. Melaporkan peralatan yang tidak layak pakai. 
d. Membantu pengecekan harian laundry mengenai jumlah pakaian 



yang dicuci, kebersihan, kerapian serta kelengkapan mahasiswa. 
e. Menertibkan kegiatan mencuci mahasiswa didalam asrama 

Menginventaris komponen- komponen instalasi listrik di dormitory. 
f. Menyiapkan pengeras suara yang digunakan setiap kegiatan apel 

biasa/besar atau acara/ upacara tertentu. 
g. Mencatat pergantian peralatan rumah tangga yang digunakan dengan 

bukti. 

h. Membuat pelaporan pergantian inventaris dengan bukti. 
i. Menginventaris komponen-komponen sistem air di dormitory. 
j. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang 

Logistik dan Lingkungan 

19. SEKSI LINGKUNGAN 

a. Melaksanakan instruksi atau perintah yang telah disetujui Ketua Bidang 
Logistik dan Lingkungan. 

b. Menginventaris peralatan tata ruang dan lingkungan. 
c. Mempersiapkan konsep untuk tata ruang dan lingkungan 
d. Melaporkan inventaris yang tidak layak pakai di asrama. 

e. Berkoordinasi dengan Unit Asrama guna menunjang peningkatan 
kualitas kebersihan asrama mahasiswa 

f. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang 
Logistik dan Lingkungan 

g. Bertanggung jawab terhadap setiap asrama yang dipimpin. 

20. KETUA BIDANG PENDIDIKAN 

a. Menyiapkan dan mengontrol tim Pendidikan dalam menunjang 
Pendidikan akademik MahasiMensosialisasikan informasi pengumuman 
mengenai kemahasiswaan dan pendidikan diranah sosial media. 

b. Membuat program kerja yang menunjang prestasi akademik Mahasiswa. 

c. Bekerja sama dengan bagian akademik dan program studi sebagai 
penghubung informasi tentangkegiatan belajar Mahasiswa. 

d. Melakukan pengawasan terhadap seksi akademik dan Bahasa dalam 
merealisasi program akademik kerja yang menunjang prestasi 

Mahasiswa. 
e. Mengkoordinir Mahasiswa yang bermasalah tentang pendidikan. 

21.SEKSI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 

a. Membuat dan merealisasikan program kerja yang menunjang prestasi 
akademik Mahasiswa. 

b. BerkOordinasi dengan Unit Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam 

setiap kegiatan untuk kepentingan pendidikan Mahasiswa. 
c. Meningkatan pengetahuan dan keterampilan akademik mahasiswa. 
d. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, dan 

penelitian kolaboratif. 
e. Mendorong partisipasi mahasiswa dalam organisasi, baik di dalam 

maupun di luar kampus, serta di kegiatan sosial dan pengabdian 
masyarakat. 

f. BerkOordinasi dengan Unit Bagian Akadenik dan Ketarunaan dalam 

setiap kegiatan untuk kepentingan pendidikan mahasiswa. 



22. SEKSI BAHASA 
a. Membentuk tim bahasa dan mengontrol setiap kegiatan tim bahasa 
b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan kepada ketua bidang Minat dan 

Bakat. 

c. Membentuk tim Bahasa dan mengontrol kegiatan kebahasaan untuk 
menunjang prestasi mahasiswa. 

d. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada ketua bidang 
Minat dan Bakat. 

e. Menyiapkan materi materi tentang kegiatan sehari-hari mahasiswa dalam 
multi bahasa 

23. KEPALA BIDANG PERMAKANAN DAN KESEHATAN 

a. BerkOordinasi dengan Unit Kesehatan dan Permakanan dalam hal 
pemesanan mnakanan. 

b. Senantiasa mnengadakan pengawasan terhadap kondisi ruang makan 
serta fasilitas yang ada di Ruang makan. 

c. Mengadakan pengawasan terhadap kinerja seksi permakanan dan 
Seksi Kesehatan dalam melaksanakan tugas hariannya. 

d. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

e. Bertanggung jawab terhadap Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

24. SEKSI PERMAKANAN 
a. Membantu Ketua Bidang Permakanan dan Kesehatan untuk 

mengkordinir kegiatan permakanan. 
b. Mengawasi kegiatan pemesanan makan mahasiswa. 
c. Mengawasi kelengakapan permakanan mahasiswa. 
d. Melaporkan setiap kegiatan permakanan. 

e. Bertanggung jawab pada Ketua Bidang Permakanan dan Kesehatan. 

25.SEKSI KESEHATAN 
a. Mengontrol surat keterangan sakit Mahasiswa/i yang dirujuk 

dari dokter luar Poltektrans SDPPalembang. 
b. Melaporkan/mengarahkan mahasiswa sakit pada petugas kesehatan. 

c. Menunjuk pendamping Mahasiswa/i rawat inap di rumah sakit 
d. Membuat jurnal terkait psikologi mahasiswa. 
e. Mengumumkan kegiatan unit kesehatan kepada mahasiswa/i. 
f. Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Permakanan dan Kesehatan. 

26. KETUA ANGKATAN 

a. Membuat rencana kerja selama satu periode. 
b. Bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya. 
c. Melanjutkan instruksi-instruksi 

anggotanya secara jujur. 
dari atasannya kepada segenap 

d. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada ketua kelas beserta 
anggotanya. 

e. Membuat data-data tentang kemajuan dan pelanggaran yang dilakukan 
anggotanya. 

f. Membina sikap �Kepemimpinan" dan untuk irinya sendiri maupun 
anggotanya. 



g. Membuat jurnai harian/ bulan tentang seluruh data-data anggotanya 
sebagai bahan evaluasi. 

h. Senantiasa melakukan "pengecekan" ulang atas sikap-sikap dan 
perbuatan kedisiplinan anggotanya. 

i. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua Badan Eksckutif Mahasiswa 
dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta betanggung jawab kepada 
ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melaluli Wakil Badan Eksekutif 
Mahasiswa. 

27. KETUA KELAS 

a. Melaksanakan rencana kerja yang dibuat olch ketua angkatan. 
b. Bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya. 
c. Melanjutkan instruksi-instruksi 

anggotanya secara jujur. 
dari atasannya kepada segenap 

d. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggotanya. 
e. Membuat data-data tentang kemajuan dan pelanggaran yang dilakukan 

anggotanya. 
f. Membuat jurnal harian/bulanan tentang seluruh data-data anggotanya 

sebagai bahan evaluasi. 
g. Senantiasa malakukan "pengecekan" ulang atas sikap-sikap dan 

perbuatan kedisiplinan anggotanya. 
h. Melakukan tugas yang diberikan oleh Ketua Angkatan serta 

bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melaluí 

Direktyr, 

NIP. S7112~i 2o62i2 1 6o1 

Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 



8. Keputusan Direktur… 

  
 
 
 
 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN 

PENYEBERANGAN PALEMBANG 

NOMOR : KP-POLTEKTRANS SDP 047 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU 
PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA  

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 
PERIODE SEPTEMBER 2025 – JANUARI 2026 

 

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI,  
DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG 

 
Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

a. bahwa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Periode Januari 2025 

– Januari 2026 yang berasal dari Mahasiswa Angkatan XXXIII telah 

menyelesaikan pendidikan dan terdapat beberapa pengurus yang 

mendapatkan sanksi kedisiplinan sehingga tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai pengurus; 

b. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme 

Badan Eksekutif Mahasiwa pada Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu 

menetapkan pergantian Pengurus  Badan Eksekutif Mahasiwa 

Periode September 2025 - Januari 2026; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang 

perlu untuk mengeluarkan suatu surat keputusan. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 

Tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 
Tentang Pendidikan Kedinasan; 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;  

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 

Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau 

dan  Penyeberangan Palembang;                          

7. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman 

Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di 

Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan. 
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  MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPOTASI SUNGAI, 

DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG 

PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS 

BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA POLITEKNIK TRANSPORTASI 

SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE 

SEPTEMBER 2025 – JANUARI 2026; 

KESATU : Mengangkat Pergantian Antar Waktu Pengurus Badan Eksekutif 

Mahasiwa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Palembang Periode September 2025 – Januari 

2026 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat 

keputusan ini; 

KEDUA : Dalam menjalankan tugas-tugasnya Ketua dan Anggota Badan 

Eksekutif Mahasiwa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Palembang bertanggungjawab kepada Direktur c.q 

Kepala Pusat Pembangunan Karakter; 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan 

ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

         

Ditetapkan di  : Palembang 
Pada tanggal   : 19 September 2025 
 

Direktur,  
 

 

${ttd_pengirim} 
 
 

 
Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E 
NIP. 19711221 200212 1 001 

8. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan 

Penyeberangan Palembang Nomor : SK.222/Poltektrans SDP PLG -

2021 tentang Peraturan Tata Tertib Taruna Politeknik Transportasi 

Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang 

9. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan 

Penyeberangan Palembang Nomor : KP-POLTEKTRANS SDP 010 

TAHUN 2025 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif 

Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan 

Penyeberangan Palembang Periode Januari 2025 - Januari 2026 

 

${ttd}
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DAFTAR NAMA 
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU  

PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA  
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 

PALEMBANG PERIODE SEPTEMBER 2025 – JANUARI 2026 
 

NO NAMA PENGURUS BARU NIM JABATAN  

1 Imam Royhan 23 03 052 WAKIL KETUA BEM 

2 M. Bintang Kurmawi P 23 03 037 Ketua Angkatan XXXIV 

3 
Andhika Ruswandi 

Sikumbang 
23 03 004 

Ketua Bidang Lingkungan 
dan 

Logistik 

4 M. Rizaldi 23 03 011 Ketua Bidang Kerohanian 

5 Fairuz Zahran 23 03 055 
Ketua Lingkungan 

Singkarak 

6 Reo Paulus B S 24 03 015 Seksi Olahraga 

7 Ajma Rimamoza 24 03 020 Seksi Kewirausahaan 

8 Arya Lesmana 24 03 019 Seksi Bahasa 

9 AM Ali Shiba 23 03 002 Ketua Kelas 3 A MTPD 

10 I Putu Robbi P A 23 03 032 Ketua Kelas 3 B MTPD 

11 Hendika Ferly P 23 03 031 Ketua Kelas 3 D MTPD 

12 Ilham Al Rusydi 24 02 008 Ketua Kelas 2A Teknika 

13 Aveiro Leandro Prasetyo 25 02 003 Ketua Angkatan XXXVI 

14 Dhimas Surya Ramadhan 25 03 007 Ketua Lingkungan Batur 

15 Farzah Fauziah Iglima 25 01 012 Ketua Lingkungan Limboto 

Lampiran I Keputusan Direktur Poltektrans SDP 2025 
Nomor  : KP-Poltektrans SDP 047 Tahun 2025 
Tanggal  : 19 September 2025 
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NO NAMA PENGURUS BARU NIM JABATAN  

16 Gazza Hueifa Fiyadi 25 03 008 Ketua Kelas MTPD 1A 

17 Muhammad Hidriawan 25 03 040 Ketua Kelas MTPD 1B 

18 Muhammad Kirana 25 03 062 Ketua Kelas MTPD 1C 

19 M. Rizky Dwi Saputra 25 01 029 Ketua Kelas Nautika 1A 

20 M. Rappi Arachman 25 01 024 Ketua Kelas Nautika 1B 

21 Achmad Choiriza Nur Rokhman 25 02 001 Ketua Kelas Teknika 1A 

 

 

Direktur,  
 
 

${ttd_pengirim} 
 

 

 
Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E 
NIP. 19711221 200212 1 001 

  
 

${ttd}
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Ditetapkan di  : Palembang 

Pada tanggal   : 19 September 2025 
 

Direktur, 

  
 

 

${ttd_pengirim} 

 
 

 

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E 

NIP. 19711221 200212 1 001 

Lampiran II Keputusan Direktur Poltektrans SDP 2025 

Nomor  : KP-Poltektrans SDP 047 Tahun 2025 

Tanggal  : 19 September 2025 

${ttd}
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URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN EKSEKUTIF MAHASIWA 

 

1. KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) 

a. Membawahi serta memberi instruksi dan pengarahan kepada seluruh 

Kepala Bidang Badan Eksekutif  Mahasiswa. 

b. Bekerja sama dengan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dalam 

rangka menjalankan program Badan Eksekutif Mahasiswa. 

c. Menyusun program terpadu dengan seluruh unsur Seksi Badan 

Eksekutif Mahasiswa untuk masa tugas satu periode (semester). 

d. Melaksanakan tugas-tugas rutin BEM serta aktifitas-aktifitas 

Mahasiswa, baik ekstrakurikuler maupun kokurikuler. 

e. Dengan koordinasi seluruh seksi, melaporkan Mahasiswa yang 

indisipliner kepada kepala Pusat Pembangunan Karakter (Pusbangkar). 

f. Membina agar staf Seksi Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi 

sebagaimana mestinya serta berwibawa di tengah-tengah Mahasiswa. 

g. Menerima kritik saran yang membangun dari segenap pihak khususnya 

Mahasiswa. 

h. Menyampaikan laporan umum dan terperinci kegiatan-kegiatan aktifitas 

Seksi Badan Eksekutif Mahasiswa selama satu periode sesuai dengan 

hasil-hasil program yang telah dicapai menjelang akhir masa 

jabatannya. 

i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengasuh, Sekretaris 

Pusbangkar serta Perwira Pusbangkar. 

j. Bertanggung jawab kepada Kepala Pusbangkar serta dibawah 

pengawasan langsung Sekretaris Pusbangkar. 

 

2. WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) 

a. Membawahi seluruh seksi bidang dan memberikan pengarahan 

mengenai tugas-tugas masing-masing seksi. 

b. Membuat rencana kerja terpadu untuk selama masa jabatan dan 

melaksanakannya dengan konsekuen dan penuh rasa tanggung jawab. 

Bertanggung jawab atas kelancaran tugas masing-masing ketua bidang 

dan turut mengatasi kesuliatan-kesulitan yang dihadapai oleh asisten 

c. Melaporkan hasil-hasil kerja para ketua bidang kepada ketua Badan 

Eksekutif Mahasiswa serta membuat evaluasi untuk pekerjaan 

selanjutnya. 

d. Membuat data-data hasil kerja para ketua bidang sesuai dengan 

program kerja serta membuat bahan evaluasi. 

e. Membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan kepada ketua Badan 

Eksekutif Mahasiswa mengenai target pekerjaan yang telah dan belum 

dicapai sesuai dengan program kerja. 

f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PUSBANGKAR, dan 

ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. 

g. Bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. 

 

 

 

Lampiran III Keputusan Direktur Poltektrans SDP 2025 
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3. SEKRETARIS BEM 

a. Membuat rencana kerja selama satu periode. 

b. Bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas surat menyurat  yang 
dilakukan oleh Badan Eksekutif  Mahasiswa. 

c. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan setiap dokumen inventaris 
Badan Eksekutif Mahasiswa. 

d. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan administrasi 
bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif 
Mahasiswa dalam setiap kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. 

e. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembuatan seluruh proposal 
kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. 

f. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta betanggung jawab kepada 
ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melalui Wakil Badan Eksekutif 

Mahasiswa. 

 

4. KEPALA BIDANG KEUANGAN 

a. Membuat rencana kerja selama satu periode. 

b. Bertanggung jawab atas keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa. 

c. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan keuangan 
bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif 

Mahasiswa dalam setiap kegiatan BEM. 

d. Mengawasi keuangan organisasi ataupun ekstrakurikuler dibawah BEM. 

e. Bertanggung jawab atas keluar dan masuknya keuangan dari BEM. 

 

5. BENDAHARA BEM 

a. Bertanggung jawab atas keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa. 

b. Mengawasi keuangan organisasi ataupun ekstrakurikuler dibawah BEM. 

c. Mengatur aliran dana seluruh pengurus BEM. 

d. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta betanggung jawab kepada 
ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melaluli Wakil Badan Eksekutif 

Mahasiswa. 

e. Membantu pelaksanaan tugas dari kepala bidang keuangan. 

f. Bertanggung jawab atas keuangan yang diperoleh dari seksi wirausaha 
 

6. SEKSI WIRAUSAHA 

a. Mencari informasi peluang kewirausahaan 

b. Mengambil peluang wirausaha dalam kegiatan 

c. Mendesain dan memaparkan produk yang akan dijual BEM 

d. Membuat laporan penjualan dan pembelian barang yang akan 
diniagakan 

e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kewirausahaan 

f. Bertanggung jawab terhadappemeliharaan inventaris BEM 

g. Menyusun program kerja untuk bidang kewirausaan 

 

7. KEPALA BIDANG KOMINFO 

a. Menyiapkan dan mengontrol tim humas setiap kegiatan/acara di 
Poltektrans SDP Palembang. 

b. Mengadakan pengawasan terhadap Seksi Humas dan Seksi multimedia. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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c. Menghubungkan setiap kegiatan mahasiswa dengan masyarakat melalui 
media sosial dan media cetak. 

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

e. Mengelola akun sosial media Badan Eksekutif Mahasiswa. 

f. Bertanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

 

8. SEKSI DOKUMENTASI 

a. Mengelola media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa 

b. Menggali informasi/berita yang bermanfaat untuk peningkatan prestasi 
mahasiswa baik internal maupun eksternal kampus. 

c. Menjalin komunikasi aktif dengan oraganisasi setingkat 
politeknik/universitas baik diwilayah nasional maupun internasional. 

d. Mempublikasikan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa secara aktif dan 
rutin sehingga dapat mempromosikan kampus Poltektrans SDP 
Palembang. 

e. Mengkordinasikan komponen-komponen pelaksanaan acara/upacara 

kepada personel yang di tunjuk. 

 

9. SEKSI MULTIMEDIA 

a. Melaksanakan instruksi atau perintah yang telah disetujui oleh Ketua 
Bidang Komunikasi dan Informasi. 

b. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan mahasiswa. 

c. Mensosialisasikan informasi pengumuman mengenai kemahasiswaan 
dan pendidikan di ranah sosial media. 

d. Mengelola kegiatan di bidang desain grafis kegiatan BEM. 

e. Melaporkan Setiap Kegiatan dan Bertanggung Jawab Kepada Ketua 
Bidang Komunikasi dan Informasi. 

 

10. KEPALA BIDANG KEROHANIAN 

a. Mempersiapkan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar 

keagamaan (hari-hari besar muslim dan kristiani) pada tingkat kegiatan 

mahasiswa. 

b. Bersama-sama dengan Seksi Agama Islam, Seksi Agama Nasrani dan 

Seksi Agama Hindu membuat jadwal kegiatan mahasiswa dengan 

senantiasa berkonsultasi pada Perwira Aktivitas. 

c. Senantiasa mengadakan pengawasan semua alat-alat ibadah mahasiswa 
(minimal satu kali seminggu). 

d. Memberikan arahan kepada seluruh Taruna agar mempunyai kesadaran 
untuk taat beribadah. 

e. Melaporkan secara langsung kepada perwira aktivitas tentang adanya 

kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan paling lambat satu minggu 

sebelum tangggal pelaksanaan. 

f. Membuat rencana kerja satu tahun dan melaksanakannya secara 

kosekuen dan penuh rasa tanggung jawab. 

g. Membuat data-data kegiatan aktivitas untuk dijadikan bahan evaluasi 

pada akhir masa jabatan. 

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif 

Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

i. Bertanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 
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11. SEKSI ROHANI ISLAM 

a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Mahasiswa/i menganut agama 
Islam untuk sholat berjamaah. 

b. Memerintahkan Mahasiswa /i bagi yang menganut agama Islam 

menggunakan pakaian shalat lengkap. 

c. Mengkordinasikan kepada Kabid Permakanan dan Kesehatan yang 

diketahui oleh Ketua Bidang  Kerohanian yang melaksanakan ibadah 

puasa sunnah. 

d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Islam. 

e. Menjadwalkan petugas remaja masjid secara bergiliran. 

f. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua 
Bidang Kerohanian. 

 

12. SEKSI ROHANI KRISTEN 

a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Mahasiswa/i penganut 
agama Protestan untuk ibadah. 

g. Mengkordinasikan kepada Ketua Bidang Kerohanian yang melaksanakan 

ibadah diluar. 

b. Menggunakan pakaian yang telah ditentukan. 

c. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Nasrani. 

d. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua 
Bidang Kerohanian. 

 

13. SEKSI ROHANI HINDU 

a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Taruna/i penganut agama 
Hindu untuk ibadah. 

b. Mengkordinasikan Kabid Kerohanian untuk melaksanakan ibadah diluar. 

c. Menggunakan pakaian yang telah ditentukan. 

d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Hindu. 

e. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Ketua 
Bidang Kerohanian. 

 

14. KEPALA BIDANG AKTIVITAS 

a. Bertanggungjawab atas perencanaan, pengorganisasian,dan pelaksanaan 

acara- acara seni dan budaya. 

b. Menyelenggarakan pertandingan-pertandingan persahabatan dengan 

kampus-kampus lainnya. 

c. Mempersiapkan atlet mahasiswa untuk bertanding keluar kampus. 

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif 

Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

e. Bertanggungjawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

 

15. SEKSI OLAHRAGA 

a. Mempersiapkan atlit-atlit setiap cabang olahraga. 

b. Menjaga sarana prasarana dan fasilitas olah raga bersama mahasiswa. 

c. Melaksanakan evaluasi setiap ektrakulikuler. 

d. Mempersiapkan acara-acara perlombaan baik internal maupun eksternal 
kampus. 

e. Mengontrol kegiatan ektrakulikuler secara rutin. 

f. Melaporkan setiap kegiatan dan betangggungjawab kepada ketua bidang 
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Minat dan Bakat. 

g. Berkoordinasi dengan unit Olahraga dan Seni serta Pusat Pembangunan 
Karakter Poltektrans SDP Palembang dalam mendukung seluruh 
kegiatan mahasiswa di bidang olahraga dalam pengadaan peralatan. 

 

16. SEKSI KESENIAN 

a. Mempersiapkan kegiatan kesenian. 

b. Menjaga sarana prasarana dan fasilitas kesenian bersama mahasiswa. 

c. Melaksanakan evaluasi setiap ektrakulikuler kesenian. 

d. Menunjuk dan membentuk grup setiap kegiatan kesenian. 

e. Mempersiapkan acara-acara perlombaan baik internal maupun eksternal 

kampus. 

f. Melaporkan setiap kegiatan dan betanggungjawab kepada ketua bidang 
Minat dan Bakat. 

g. Berkewajiban mendukung seluruh mahasiswa/I Poltektrans SDP 

Palembang dalam mengikuti kegiatan perlombaan dalam bidang seni di 

luar Poltektrans SDP Palembang. 

h. Berkoordinasi dengan unit Olahraga dan Seni serta Pusat Pembangunan 

Karakter Poltektrans SDP Palembang dalam mendukung seluruh 

kegiatan taruna di bidang seni dalam pengadaan peralatan. 

 

17. KEPALA BIDANG LINGKUNGAN DAN LOGISTIK  

a. Membuat rencana kerja satu tahun dan melaksanakannya dengan penuh 
rasa tanggung jawab. 

b. Bertanggung jawab atas pengadaan, pengusulan serta pemeliharaan 

alat-alat inventaris dormitory yang berhubungan dengan kesejahteraan 

mhasiswa sehari-hari di dormitory. 

c. Membuat data-data tentang inventaris yang digunakan oleh mahasiswa 

dan perbaikan – perbaikan / usulan-usulan yang dianggap perlu 

(misalnya: perlengkapan/perbaikan, kelengkapan alat-alat kebersihan 

dormitory, pengadaan air/pompa serta kelengkapan kunci-kunci 

dormitory). 

d. Membuat jurnal harian, memberi laporan terperinci secara periodik. 

e. Membuat laporan pertanggung jawaban umumnya setiap semester 

tentang hasil-hasil tugas yang telah/ belum dicpai sebagai bahan 

evaluasi. 

f. Melaksanakantugas yang disampaikan oleh Ketua Bidang Lingkungan 
dan Logistik. 

g. Mengarahkan / mengontrol personil yang bertugas di dormitory, ruang 

makan, laundry, listrik dan air. 

h. Membuat jadwal petugas kebersihan kepada anggota yang di tunjuk di 

dormitory, ruang makan dan laundry serta petugas listrik dan air. 

i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif 

Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

j. Betanggung jawab kepada Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

 

18. SEKSI LOGISTIK 

a. Menginventaris peralatan logistik. 

b. Mencatat peminjaman peralatan yang keluar / masuk. 

c. Melaporkan peralatan yang tidak layak pakai. 

d. Membantu pengecekan harian laundry mengenai jumlah pakaian 
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yang dicuci, kebersihan, kerapian serta kelengkapan mahasiswa. 

e. Menertibkan kegiatan mencuci mahasiswa didalam asrama 

Menginventaris komponen- komponen instalasi listrik di dormitory. 

f. Menyiapkan pengeras suara yang digunakan setiap kegiatan apel 
biasa/besar atau acara/ upacara tertentu. 

g. Mencatat pergantian peralatan rumah tangga yang digunakan dengan 

bukti. 

h. Membuat pelaporan pergantian inventaris dengan bukti. 

i. Menginventaris komponen-komponen sistem air di dormitory. 

j. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang 
Logistik dan Lingkungan 

 

19. SEKSI LINGKUNGAN 

a. Melaksanakan instruksi atau perintah yang telah disetujui Ketua Bidang 
Logistik dan Lingkungan. 

b. Menginventaris peralatan tata ruang dan lingkungan. 

c. Mempersiapkan konsep untuk tata ruang dan lingkungan 

d. Melaporkan inventaris yang tidak layak pakai di asrama. 

e. Berkoordinasi dengan Unit Asrama guna menunjang peningkatan 

kualitas kebersihan asrama mahasiswa 

f. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang 

Logistik dan Lingkungan 

g. Bertanggung jawab terhadap setiap asrama yang dipimpin. 

 

20. KETUA BIDANG PENDIDIKAN 

a. Menyiapkan dan mengontrol tim Pendidikan dalam menunjang 

Pendidikan akademik MahasiMensosialisasikan informasi pengumuman 
mengenai kemahasiswaan dan pendidikan diranah sosial media. 

b. Membuat program kerja yang menunjang prestasi akademik Mahasiswa. 

c. Bekerja sama dengan bagian akademik dan program studi sebagai 

penghubung informasi tentang kegiatan belajar Mahasiswa. 

d. Melakukan pengawasan terhadap seksi akademik dan Bahasa dalam   

merealisasi program kerja yang menunjang prestasi akademik 

Mahasiswa. 

e. Mengkoordinir Mahasiswa yang bermasalah tentang pendidikan. 

 

21. SEKSI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 

a. Membuat dan merealisasikan program kerja yang menunjang prestasi 
akademik Mahasiswa. 

b. Berkoordinasi dengan Unit Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam 
setiap kegiatan untuk kepentingan pendidikan Mahasiswa. 

c. Meningkatan pengetahuan dan keterampilan akademik mahasiswa. 

d. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, dan 
penelitian kolaboratif. 

e. Mendorong partisipasi mahasiswa dalam organisasi, baik di dalam 
maupun di luar kampus, serta di kegiatan sosial dan pengabdian 
masyarakat. 

f. Berkoordinasi dengan Unit Bagian Akademik dan Ketarunaan dalam 
setiap kegiatan untuk kepentingan pendidikan mahasiswa. 
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22. SEKSI BAHASA 

a. Membentuk tim bahasa dan mengontrol setiap kegiatan tim bahasa 

b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan kepada ketua bidang Minat dan 

Bakat. 

c. Membentuk tim Bahasa dan mengontrol kegiatan kebahasaan untuk 

menunjang prestasi mahasiswa. 

d. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada ketua bidang 
Minat dan Bakat. 

e. Menyiapkan materi materi tentang kegiatan sehari-hari mahasiswa dalam 
multi bahasa 

 

23. KEPALA BIDANG PERMAKANAN DAN KESEHATAN 

a. Berkoordinasi dengan Unit Kesehatan dan Permakanan dalam hal 
pemesanan makanan. 

b. Senantiasa mengadakan pengawasan terhadap kondisi ruang makan 
serta fasilitas yang ada di Ruang makan. 

c. Mengadakan pengawasan terhadap kinerja seksi permakanan dan 
Seksi Kesehatan dalam melaksanakan tugas hariannya. 

d. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

e. Bertanggung jawab terhadap Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

 

24. SEKSI PERMAKANAN 

a. Membantu Ketua Bidang Permakanan dan Kesehatan untuk 

mengkordinir kegiatan permakanan. 

b. Mengawasi kegiatan pemesanan makan mahasiswa. 

c. Mengawasi kelengakapan permakanan mahasiswa. 

d. Melaporkan setiap kegiatan permakanan. 

e. Bertanggung jawab pada Ketua Bidang Permakanan dan Kesehatan. 

 

25. SEKSI KESEHATAN 

a. Mengontrol surat keterangan sakit Mahasiswa/i yang dirujuk 

dari dokter luar Poltektrans SDP Palembang. 

b. Melaporkan/mengarahkan mahasiswa sakit pada petugas kesehatan. 

c. Menunjuk pendamping Mahasiswa/i rawat inap di rumah sakit 

d. Membuat jurnal terkait psikologi mahasiswa. 

e. Mengumumkan kegiatan unit kesehatan kepada mahasiswa/i. 

f. Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Permakanan dan Kesehatan. 

 

26. KETUA ANGKATAN 

a. Membuat rencana kerja selama satu periode. 

b. Bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya. 

c. Melanjutkan instruksi-instruksi dari atasannya kepada segenap 
anggotanya secara jujur. 

d. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada ketua kelas beserta 
anggotanya. 

e. Membuat data-data tentang kemajuan dan pelanggaran yang dilakukan 
anggotanya. 

f. Membina sikap “Kepemimpinan” dan untuk dirinya sendiri maupun 
anggotanya. 
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g. Membuat jurnal harian/ bulan tentang seluruh data-data anggotanya 
sebagai bahan evaluasi. 

h. Senantiasa melakukan “pengecekan” ulang atas sikap-sikap dan 
perbuatan kedisiplinan anggotanya. 

i. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa serta betanggung jawab kepada 
ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melaluli Wakil Badan Eksekutif 

Mahasiswa. 

 

27. KETUA KELAS 

a. Melaksanakan rencana kerja yang dibuat oleh ketua angkatan. 

b. Bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya. 

c. Melanjutkan instruksi-instruksi dari atasannya kepada segenap 
anggotanya secara jujur. 

d. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggotanya. 

e. Membuat data-data tentang kemajuan dan pelanggaran yang dilakukan 
anggotanya. 

f. Membuat jurnal harian/bulanan tentang seluruh data-data anggotanya 

sebagai bahan evaluasi. 

g. Senantiasa malakukan “pengecekan” ulang atas sikap-sikap dan 

perbuatan kedisiplinan anggotanya. 

h. Melakukan tugas yang diberikan oleh Ketua Angkatan serta 

bertanggung jawab kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melalui 

Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. 

 

 

Direktur,  
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